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ABSTRAK

Nama mahasiswa: Sri Rafela Allaida Roestam

Program studi: Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit.

Judul tesis : Analisis kesiapan penerapan Pola Pengelolaan Kevangan
Badan Layanan Umum ( PPK BLU ) di Rumah Sakit
Otorita Batam

Tesis ini menganalisis kesiapan pemilik dan pengelola RS Otorita Batam
dalam menerapkan PK BLU sebagaimana diamanahkan. dalam Undang-Undang
No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang diidentifikasi dari aspek
persyaratan substantif;tehnis dan administratif. Metodologi yang dipakai dalam
penelitian ini studi kasus melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data
primer melalui wawancara dan telaahan data sekunder. Dari hasil penelitian yang
telah dilakukan, dengan mengidentifikasi masing masing aspek persyaratan unfuk
pengusulan/penctapan  PK BLU didapatkan hasil bahwa dari kelompok
pemilik,terhadap persyaratan substantifbahwa BP Batam sedang menyiapkan
kerangka acuan untuk penerapan PPK BLU, Terhadap persyaratan tehnis,pemilik
menilai bahwa RSOB sudah menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan dan
kevangan.Dari aspek persyaratan administratif,pemilik menyatakan bahwa RSOB
sudah memiliki visi misilaporan keuangan pokokharus menyiapkan
RSB,organisasi yang terus dikembangkan,SPM..Dari kelompok pengelola tidak
langsung terhadap aspek persyaratan administratif:pernyataan kesanggupan untuk
meningkatkan kinerja, belum ada, pola tata kelola,sudah ada,RSB sudah
ada,laporan keuangan pokok,sudah ada dan perlu disempumnakan,SPM sedang
disiapkan,bersedia diaudit,belum ada..Kelompok pengelola langsung memberikan
pendapat  yang  kurang relevan,yang  terkait aspck  persyaratan
administratif:kesanggupan untuk meningkatkan layanan.pola tata kelola,Japoran
kevangan.Sedangkan yang terkait RSB,RSOB sudah ada,SPM sedang disiapkan,
dan RSOB harus bersedia diaudit..Data primer dan dokumentasi data sekunder
didapat bahwa dari aspek persyaratan substantif, RS otorita Batam sudah
memenuhi, aspek persyaratan tehnis,belum memenuhi. Aspek administratif,
belum memuaskan. Dengan demikian dilihat aspek persyarata nya, maka RS
Otorita Batam belum dapat diusulkan untuk menerapkan PPK BLU pada akhir
tahun 2010 inji.Saran,sebelum Oktober 2011, BP Batam menyiapkan SK
pengusulan/penetapan PPK BLU, Dewan Pengawas.SDM.Sedangkan RSOB:
:mensosialisasikan  BLU,akreditasi,SPM,evaluasi  tarif,SIRS,HBLpernyataan
tertulis bersedia meningkatkan kinerja dan diaudit oleh auditor independen.

Kata kunci: BLU, UUno 44/ 2009 tentang RS
x1v+150 halaman; 4 Gambar; 28 Tabel
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ABSTRACT

Name : Sr1 Rafela Allaida Roestam

Study Program: Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit.

Title : Readiness Implementation Analysis of Public Service
Board Financial

The general objective of this thesis is to analyze the readiness of the owner
and the management of Batam Authority Hospital to implement the PK
BLU. In order to achieve the general objective, it is needed to identify the
organization readiness from several aspects such as substantive, technical,
and administrative requirements.

Qualitative approach is used as the methodology in this thesis, using
primer data by in-depth interview and secondary data. By identifying each
aspects of the requirements for implementing PPK BLU in Batam
Authority Hospital, the resuit of this research can be concluded into
several conclusion based on the requirement aspects required in PPK
BLU. From owner group for the substantive requirements perspective, that
they are preparing the concept,for the technician requirements that Batam
Authority Hospital already increase their health services and financial
report. For the administration requirement aspect that had
vission,mission,based financial report ,and should be prepare the
organisation and SPM. From management group said for administration
requirement not yet documented properly to ready increase health
services,organisation ready,Strategy business plan is ready,financial repots
is ready but not complete,SPM is preparing and document for ready to
audyt not yet. From primer data and document,that from substantive
requirement  perspective, it is  ready.From  the  aspect
of technical requirements, it is not yet meet . From the administrative
requirements perspective, is not yet meet requested in BLU requirements,
Thus, according to the requirements perspective , Batam Authority
Hospital is not ready to be proposed to implement the PPK BLU at the end
of 2010 .Suggestio, before October 2011:BP Batam,must be prepare letter
of recommendation for BLU,DeWas and sources of manpower.And RSOB
must be socialitation BLU,prepare acreditation,SPM,do evaluation
HBL heaith service prices,SIRS and ready to audyt by auditor
independent.

Keywords: BLU, UU no 44/ 2009 tentang RS
xiv+150 pages; 4 figures; 28 Tabels
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BAB 1

PENDAH ULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki era milenium ketiga saat ini, organisasi bisnis menghadapi tantangan
yang cukup besar. Tantangan tersebut berkaitan dengan ketidak pastian, keaneka
ragaman, cepatnya pembaharuan dan kesementaraan.

Kita sedang menghadapt berbagai masalah baru yang kita tidak siap
menghadapinya, seperti globalisasi, perkembangan teknologi informasi yang
pesat, serta pola keinginan konsumen yang beragam ( Aditama , Manajemen
Administrasi Rumah Sakit, edisi 2,2006).

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan
yang setinggi tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan
dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil
dan merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada
penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga
miskin.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan:1) Upaya kesehatan,
2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi,
alat kesehatan dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6)
Pemberdayaan masyarakat.(Departemen Kesehatan RI,2009)). Upaya tersebut
dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi
penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan [lmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat
kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan
perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.
Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik

selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.
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Sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) tahun 2005- 2025, telah
ditetapkan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
tahap II tahun 2010-2014 ialah perlunya memantapkan penataan kembali Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM), membangun kemampuan IPTEK serta memperkuat daya saing
perekonomian.

Dalam dokumén Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Keschatan
(RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke 2 (2010-2014), kondisi pembangunan
kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang
ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya
Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat,
meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal,
kesejahteraan dan pelindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan
penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok
masyarakat dan daerah. ((Kementerian Kesehatan, 2010)

Sesuai yang tercantum dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun
2010-2014 pada lampiran Keputusan Menteri Kesehatan nomor
HK.03.01/160/1/2010 tanggal 28 Janiari 2010, BAB II: Arah Kebijakan dan
Strategi, dinyatakan bahwa: penitik beratan pembangunan bidang kesehatan
melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan
masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih,
pengurangan wilayah kumuh, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan
angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014 dan
pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Devolepment Goals (MDGs) tahun
2015.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kementrian Kesehatan pada tahun 2014 serta
memperhatikan pencapaian prioritas Nasional bidang kesehatan, maka dalam

periode 2010-2014 akan dilaksanakan srtategi dengan fokus pada Prioritas
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Nasional Bidang Kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan
Kementrian keschatan 2010-2014.

Dari 6 strategi tersebut, pada strategi nomor 2 yaitu Meningkatkan pelayanan
keschatan yang merata,terjangkau,bermutu dan berkeadilan serta berbasis bukti,
dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif, difokuskan pada beberapa
point penting diantara a) sampai dengan t) yaitu: (Kementerian Kesehatan RI
2010y

a. Mempemudah pembangunan klinik dan atau Rumah Sakit Indonesia
kelas dunia (World Class Hospital) baik melalui profesionalisasi
pengelolaan RS Pemerintah maupun mendorong tumbuhnya rumah
sakit swasta.

b. Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yamg
memenuhi standar bertaraf intermasional.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai
dengan ctika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat
awam dari malpraktek dokter dan rumah sakit yang tidak bertanggung
jawab

d. Meningkatkan pendukung atau penunjang pelayanan kesehatan antara
lain dengan membentuk jaringan laboratorium referensijaringan

penunjang medik dan Iain lain.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas,
beberapa masalah dan tantangan baru muncul sebagai akibat dani perubahan sosial
budaya, ¢konomi dan politik serta perubahan lingkungan strategis, baik global,
regional maupun nasional. Perubahan sosial budaya.ckonomi dan politik yang
berpotensi terjadinva konflik sosial dapat menimbulkan masalah kesehatan.
Terorisme, utamanya bioterorisme dapat menjadi ancaman dalam pembangunan

keschatan,
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Tantangan global vang dihadapi adalah upaya dalam pencapaian sasaran
Millenium Development Goals. Tantangan global lainnya antara lain adalah
perdagangan bebas.dan sumber daya kesehatan yang ikut mengglobal perlu
diantisipasi. Pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan serta pelayanan
publik melalui kesepakatan General Agreement on Trade in Service (GATS) dan
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPS), dimulainya pasar
bebas ASEAN pada tahun 2003 dan pasar bebas Asia Pasific pada tahun 2020
akan mempengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
Masuknya modal asing dalam penyelenggaraan kesehatan seperti rumah sakit dan
tenaga kesehatan asing, perlu diwaspadai. Bentuk kewaspadaan antara lain
diperlukannya langkah langkah nyata dalam mempersiapkan din khususnya
dibidang kualitas, kecukupan dan pemerataan SDM serta menyusun regulasi
untuk mencegah dampak negatif globalisasi terhadap pelayanan kesehatan di
dalam negeri. Sedangkan dalam lingkup nasional antara lain adalah upaya
penerapan kebijakan pemerataan pembangunan kesehatan secara lebih luas,yang

didukung dengan sumber daya yang cukup.(Departemen Kesehatan, 2009)

Di era reformasi, Indonesia menetapkan kebijakan desentralisasi yang merupakan
isu utama. Hal ini diakibatkan oleh tuntutan perubahan tatanan sosio ekonomt
politik yang terus bergulir dengan munculnya tuntutan yang lebih lugas terhadap
otonomi yang lcbih luas dari daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.
Reformasi vang berkembang dimasyarakat, pada dasarnya menginginkan adanya
perubahan yvang signifikan atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang
baik, bersih dan bertanggung jawab (good governance), sehingga mampu
menghantarkan bangsa dan negara Indonesia menuju kekehidupan yang lebih baik
Hal ini sejalan dengan perubahan dalam dunia administrasi pemerintahan pada
akhir abad 20, vaitu nilai dan norma tradisional dalam konsep pemerintahan
publik dengan istilah New Public Management (NPM), yang lahir sebagai akibat
krisis keuangan dan ekonomi didunia barat pada tahun 1970an. Kegagalan

administrasi pemerintahan publik di Inggris, Australia dan Canada mengundang
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partisipast sektor swasta menanganinya, sehingga timbul kebijakan baru untuk
meningkatkan efisiensi ekonomi dan administrasi pemerintahan publik. Konsep
yang dikenalkan meliputi: reformasi administrasi publik, desentralisasi
manajemen, privatisasi dan konsep mengurangi peran pemerintah pusat yang
terlalu besar. Inggris merupakan negara awal gerakan NPM bidang kesehatan,
dengan mengubah selumh rumah sakit pemerintah menjadi korporasi yang
independen, sehingga menjadi efisien. Demikian pula pada bidang perumah
sakitan, desentralisasi mengakibatkan reformasi/perubahan terhadap kelembagaan
dan mempengaruhi struktur, hubungan kerja,fungsi dan tanggung jawab dalam
pengelolaan rumah sakit (RS) pada tingkat propinsi dan kota/kabupaten.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit yang telah disahkan dan diundangkan tanggal 28 oktober 2009,
bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan
karakeristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan
kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang
harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau
oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi tingginya. [lmu
pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus
ditkuti tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu,
membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.

Dalam BAB III: UU RI nomor 44 tahun 2009, mengenai tugas dan fungsi
disebutkan, bahwa Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripuma Untuk menjalankan tugas sebagaimana
dimaksud, Rumah Sakit mempunyai fungsi : a) Penyelenggaraan pelayanan
pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah
Sakit. b) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan
kesehatan vang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

¢) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
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d) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Dari aspek pembiayaan
bahwa Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar
dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan
pendanaan yang cukup dan berkesinambungan.

Seperti yang dinyatakan pada buku II pada Review Kebijakan Stratejik dan
bisnis plan Otorita Batam, laporan akhir Rencana Strategis Otorita Batam 2008 -
2012 , bahwa dengan penetapan KEPPRES No 41 tahun 1973 tanggal 22
Novemberl1973,tentang Penetapan Pulau Batam sebagai lingkungan kerja daerah
industri, dan Ibnu Sutowo dikukuhkan sebagai Ketua Otorita Pembangunan
Daerah Industi Pulau Batam (OPDIPB), yang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada Presiden. Dimana sesuai KEPPRES tersebut akan
mengembangkan Batam sebagai: a) Daerah Industri. b) Daerah perdagangan
¢} Daerah alih kapal. d) Daerah pariwisata. Sebagaimana telah beberapa kah
diubah,maka struktur organisasi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam pun mengalami perubahan.Sesuai KEPPRES Nomor 94 tahun 1998, pada
struktur organisasi Pengembangan daerah Industri Pulau Batam, dimana RS
Otorita Batam (RSOB) sebagai salah satu Unit Pelaksana Tehnis (UPT) yang
berada dibawah salah satu Deputi dari tiga deputi, yaitu deputi operasi..Dengan
telah ditetapkannya Kawasan Batam sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas, maka struktur kelembagaan akan berubah sesuai demgan
Peraturan Pemenntah No 46 tahun 2007..

Rumah Sakit Otorita Batam mengemban dua misi utama yaitu sebagai
infrastruktur kesehatan yang dimiliki oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk
menjamin pelayanan bagi kawasan industri dan perdaganagn bebas, dan sebagai
sumber pendapatan bagi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam ) itu sendini.
Dimana untuk misi pertama, kinerja dan mutu RSOB menjadi poin penting bagi
investor atau klien yang akan beroperasi di kawasan BP Batam (benefit motive).

Sedangkan untuk mist kedua adalah sebagai sumber penerimaan bagi BP Batam
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(profit motive). Diluar dar kedua hal tersebut ada tugas tambahan yang diemban
oleh RSOB,dimana diharapkan dapat memberikan layanan rujukan termasuk bagi
masyarakat yang kurang mampu.( Hartini SpPK (K),MARS dan Wijaya
MM.,CIA, 2010).

Sebagai UPT, RS Otorita Batam dalam pengoperasionalannya dan
pengelolaan nya mempunyai otonomi yang kecil. Penerimaan atas pelayanan
kesehatan, tidak boleh digunakan langsung, namun harus disetorkan . Demikian
juga yang terkait masalah SDM dimana proses perekrutan, pelatihan dan lain lain,
ditentukan oleh biro kepegawaian Otorita Batam. Hal ini menghambat kelancaran
operasional dan tersendatnya program kegiatan termasuk berpengaruh pada
perencanaan pengembangan RS dalam meningkatkan mutu pelayanan.

Dengan terbitnya Undang Undang RI No 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, membuka koridor baru bagi penerapan berbasis kinerja
dilingkungan instansi Pemerintah. Dimana pada pasal 68 dan 69 disebutkan
bahwa badan layanan umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum ,dapat
digunakan langsung untuk membiayai belanjza Badan Layanan Umum yang
bersangkutan.

Selanjutnya menyusul Undang undang RI No 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PK BLU ),pada BAB I pasal 1
ayat 2 discbutkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas
berupa kelcluwasan untuk menerapkan praktek praktiek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepaéla masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur
dalam peraturan pemnerintah ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
kevangan negara pada umumnya.

Dengan lahirnya Undang Undang RI no 44 tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, dimana diamanatkan pada pasal 20 ,bahwa Rumah Sakit Publik yang

dikelola Pemerintah atau Pemerintah Daerah, diselenggarakan berdasarkan
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pengelolaan Badan Layanan Umum/ Daerah sesuai ketenfuan peraturan
perundang undangan yang berlaku.

Hal hal tersebut diatas menyebabkan peneliti tertarik untuk mengangkat
salah satu permasalahan yang menurut peneliti merupakan permasalahan dasar di
RS Otorita Batam sebagai rumah sakit yang boleh dibilang tertua dan telah
mempunyai nama di Batam dan Prov Kepulauan Riaun, namun kondisi

perkembangannya sudah jauh tertinggal dari rumah rumah sakit swasta yang baru

muncul di Batam. Hal ini disebabkan tidak /belum diberikannya fleksibilitas dan -

kemandirian pengelolaan kepada RS otorita Batam

1.2. Masalah Penelitian

.Dalam pengoperasionalannya, RS Otorita Batam memperoleh kewenangan yang
sangat terbatas dalam segala hal,seperti pengelolaan keuangan,perekrutan SDM,
proses pengadaan sarana prasarana,proses pemeliharaan fasilitas fisik. Seluruh
pendapatan atas pelayanan kesehatan serta lain nya, harus disetorkan ke Badan
Otorita Batam., yang saat ini bernama Badan Pengusahaan Batam (berdasarkan
PP Nomor 46 tahun 2007).

Dengan kewenangan yang terbatas ini, perkembangan RS Otonita Batam yang
tertinggal baik dari sarana fisik dan kelengkapan peralatan medik maupun
kelengkapan SDM terutama dokter spesialis yang berdampak rendahnya kualitas
pelayanan yang diberikan, seiring bermunculannya rumah sakit rumah sakit
swasta di Pulau Batam khususnya. Analisis dan prediksi yang dilakukan oleh
konsultan RS Otorita Batam pada tahun 2008, bahwa dalam 3 tahun mendatang,
RS otorita Batam akan tinggal hanya kenangan, bila tidak segera diberikan
kebijakan pemberian otonomi dalam pengelolaannya,

Dengan lahimya UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara,
disusul lahirmya UU RI nomor 23 tahun 2005 tentang PK BLU, serta dengan
lahimya UU RI nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menurut
aturannya sudah harus dijalankan 2 (dua tahun setelah di undangkan, bearti
selambat lambatnya bulan oktober 2011, maka sampai saat ini belum dianalisis
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kesiapan pihak pemilik yaitu BP Batam (Badan Otorita Batam) dan pengelola RS
Otorita Batam dalam menggunakan PK BLU di RS Otorita Batam.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dengan lahimya UU RI nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
dimana pada pasal 20 disebutkan “Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah,
diselenggarakan berdasarkan pengelolaan BLU”. Dilain pihak terkait dengan
perubahan yang terjadi pada pemilik RS Otorita Batam dalam hal ini Badan
Otorita Batam, dimana lahirnya Peraturan Pemerintah ( PP} RI no 46 tahun 2007
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dimana pada
pasal 3 disebutkan bahwa “Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam), demikian juga dengan
pegawainya”. Darl isu dan info yang diperoleh, bahwa sedang dipersiapkan
peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan lembaga pemerintah yang baru
ini, yang mirip BLU.{ BLU Mandiri})

Adapun yang menjadi pertanyaan peneliti adalah sebagai berikut: perlu di
identifikasi kesiapan pemilik dalam hal ini Badan Pengusahaan Batam ( BP
Batam) serta pengelola RS Otorita Batam dalam menerapkan PK BLU di RS

Otorita Batam dari aspek persyaratan substantif, tehnis dan administrasi.

1.4. Tujuan Penclitian
1.4.1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis kesiapan pemilik yaitu BP Batam dan pengelola RS Ototita
Batamn dalam menerapkan PK BLU di RS Otorita Batam.
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1.4.2. Tujuan Khusus

Menganalisis kesiapan pemilik BP Batam dan pengelola RS Otorita Batam
dengan mengidentifikasi dad aspek persyaratan substantif,tehnis dan persyaratan
administratif.

1.5. Manfaat Penelitian
1.5.1. Bagi RS Otorita Batam

Hasil penelitian akan bermanfaat bagi pengelola/ manajemen RS Otorita
Batam, untuk memberi masukan kepada pemilik dalam hal ini BP Batam, dalam
hal kesiapan pemilik dan pengelola RS Otorita Batam menerapkan PK. BLU di
RS Otorita Batam,

1.5.2. Bagi Peneliti

Dapat langsung menerapkan ilmu yang didapat di Program KARS U,
serta dapat lebih mendalami permasalahan yang ada di RS dimana mahasiswa

bekerja.

1.6. Ruang Lingkup
Penelitian dilakukan dilingkup BP Batam dan RS Otorita Batam
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (meliputi
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), yang sarat dengan tugas, beban dan
masalah dengan harapan masyarakat tethadap pelayanan yang diberikannya, dan
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Sesuai Undang Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 Tentang
Rumah Sakit, secara lengkap disebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi
pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang
dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi
dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan
pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud
derajat kesehatan yang sefinggi tingginya. Pada hakekatnya Rumah Sakit
berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan,yang
seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Pada BAB Il pasal 3 UU RI nomor 44 tahun 2009, disebutkan Pengaturan
penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:

1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan,

2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat,
lingkungan Rumah Sakit dan sumber daya manusia di Rumah Sakit.

3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit

4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, sumber daya manusia rumah

sakit dan rumah sakit.

11
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Adapun tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, disebutkan
pada BAB 1V pasal 6 UU RI nomor 44 tahun 2009 sebagai berikut: Pemerintah
dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

a. Menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat

b. Menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir
miskin, atau orang yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan.

c. Membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit:

d. Memberikan perlindungan kepada rumah Sakit agar dapat memberikan
pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggang jawab

e. Memberkan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan

Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

f. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah sakit
sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat

g. Menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

h. Menjamin pembiayaan pelayanan kegawat daruratan di Rumah Sakit

akibat bencana dan kejadian luar biasa.

2.2. Perkembangan Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah sakit di

Indonesia.

Perkembangan rumah sakit saat ini mengalami tranformasi besar. Pada
masa sekarang rumah sakit sadang berada dalam suasana global dan kompetitif,
termasuk bersaing dengan pelayanan kesehatan alternatif seperti dukun dan tabib.
Pada keadaan demikian seharusnya pelayanan rumah sakit dikelola dengan dasar
konsep manajemen yang mempunyai etika. Tanpa konsep manajemen yang jelas,
perkembangan rumah sakit di Indonessia akan berjalan lambat. Hal ini dapat
dilihat pada perkembangan aspck kcuangan rumah sakit. Infrastruktur keuangan
rumah sakit pemerintah sangat buruk, karena belum ada pemahaman bahwa sistim
keuangan harus berdasarkan sistim akutansi yang benar.(Rijad:,S.Jurnal Marsi vol
5,2005)
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Dengan memahami perkembangan berbagai rumah sakit dad masa lalu
sampai sckarang, secara keseluruhan, perkembangan sejarah rumah sakit
menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan hal penting dan sebagai salah
satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau kemundurannya suatu rumah
sakit, Tanpa adanya sumber dana yang cukup, maka perkembangan rumah sakit
akan sulit berjalan. Tanpa insentif ekonomi yang memadai bagi sumber daya
manusia, maka sebuah rumah sakit akan kesulitan menarik tenaga yang menjadi
penentu keberhasilan pelayanan rumah sakit.

Selama hampir setengah abad ini, pemerintah Indonesia cenderung
memandang kesehatan sebagai suatu sektor yang tidak berdasar pada hukum
ekonomi, Berbagai peraturan pemerintah termasuk pentarifan Puskesmas dan
rumah sakit yang mempengaruhi premi PT Askes Indonesia atau JPKM
ditetapkan berdasarkan pertimbangan sosial dan politik, bukan konsep unit cost
dan subsidi. Pengelolaan tenaga dokter spesialis dilakukan tanpa memperhatikan
konsep pasar tenaga kerja. Masyarakat biasa memandang kesehatan sebagai sektor
yang dibiayai oleh pemerintah dan murah.. Keadaan ini mencerminkan ketidak
jelasan situasi mengenai peran pemerintah dalam sektor kesehatan. Secara defacto
sistim kesehatan di Indonesia berjalan berdasarkan mekanisme pasar, akan tetapi
sistim kesehatan nasional dikelola tidak berdasarkan hukum ekonomi. Oleh
karena itu Pemerintah harus tegas memutuskan apakah pelayanan kesehatan
sebagai pelayanan sosial atau komoditi pasar.(Thabrany Jurnal Marsi vol 6 2005)

Sistim pelayanan kesehatan di Indonesia didanai oleh pemerintah dan
swasta, dimana pihak swasta membiayai sekitar 70% total pendanaan (Depatrmen
Kesehatan, 2001), selain itu mendapat pinjaman dari Juar negeri. Secara nasional,
anggaran pemerintah untuk Depkes relatif kecil, sekitar 2,5% {Trisnantoro, L,
2005).

Disamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
masih rendah untuk kesehatan, pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan juga
rendah, hanya 2 %. Dimana angka ini jauh dari pengeluaran untuk pakaian (7%),
makanan (21%), bahan bakar (7%) dan pendidikan (4%). Hal diatas menunjukan
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bahwa sumber dana untuk kesehatan yang dialokasikan pemerintah, masih sangat

memprihatinkan, terutama pada saat krisis moneter. Prioritas yang rendah

terhadap pengeluaran kesehatan, menunjukkan bahwa penghargaan bangsa dan

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih buruk.

Gambar 2.1. Perjalanan kelembagaan RS di

2004
1974 1992 2000 RSUD LTD
RSUD RS RS RS Pemerintah
UPT Swadana BLU
s V_J \4 v
A A A _A__E
1997 2003 2005 AFTA 2010
RS PNBP RSUP: RSUD DKI : RSUP:
Perumy/ BLUD BLU
Persero Mulai RSUD
RSUD : BLUD di RS BLUD
TTHh Dasrah

Sumber: Pola Transformasi Rumah Sakit Umum Baemb;Perubahan Bentuk

kelembagaan atau Pengelolaan Keuangaa? (Suprjanio Rijadi, 2005)

Preker dan Harding (2003) seperti dikutip oleh Rijadi (Jumal MARSI vol
5 No 4, Januari 2005) Perubahan bentuk kelembagaan atau Pengelolaan

Keuvangan membagi lembaga Rumah Sakit menjadi 4 kelompok:

1.

Rumah sakit Subsidi, adalah rumah Sakit aparat pemerintah yang
mengikuti seluruh prosedur Pemerintah. Konsep ini dipakai pada
Rumah Sakit LTD (Lembaga tehnis Daerah)

Rumah Sakit otonom, adalah Rumah sakit yang mempunyai otonomi
dalam salah satu sistim pengelolaannya. Misal RS Swadana/ BLU.
Rumah sakit Korporatisasi, adalah rumah sakit swastahanya

kepemilikannya masih militk pemerintah, namun manajemen
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operasional, SDM logistik dan kevangan, sudah dikelola secara
mandiri. Konsep ini dipaakai pada RS BUMN/BUMD yang jenis RS
Perum.

4. Rumah Sakit Privatisasi, adalah rumah sakit yang menjadi badan
swasta yang kepemilikan asetnya diserahkan ke perusahaan, dan
sahamnya dijual kemasyarakat.( PT Tbk) . Konsep ini dipakai pada RS
BUMN/BUMD yang jenis RS Persero.

Di Indonesia, ada 2 jenis Rumah sakit Pemerintah yaitu RSUP ( Rumah

Sakit Umum Pemerintah) yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan ( DepKes )
dan RSUD ( Rumah Sakit Umum Daerah } yang dimiliki pemerintah daerah, baik
Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Data tahun 2002, di Indonesia ada 935 RSU, dengan rincian sebagai
berikut: 14 RS ( 1%) milik KemenKes {DepKes), 330 RSU (35%) milik Pemda,
110 RSU (12%)milik TNIVPOLRI, 70 RSU (7%) milik BUMN/Departemen lain
dan 411 RSU (44%) milik Swasta.

2.2.1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sebagai UPT Dinas Kesehatan

Daerah.

Sejak kemerdekaan RI, kelembagaan RSUD berbentuk Unit Pelaksana
Tehnis (UPT) Dinas Kesehatan Daerah, dimana pengaturan sistim keuangan,
ketenagaan dan pengelolaan barang, semua dibawah Dinas Keschatan dan diatur
oleh banyaknya peraturan perundangan seperti sebuah kantor. Kemudian terjadi
tranformasi pertama, dimana RSUD menjadi UPT Pemerintah Daerah, sehingga
kedudukan RSUD sejajar dengan Dinas Kesehatan Daerah, sehingga RSUD
mendapat anggaran langsung dari Pemda, tidak lagi melalui Dinas Kesehatan
Daerah..(Rijad1,S.Jurnal Marsi vol 5,2005)
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2.2.2. Rumah Sakit Swadana (Waturandang.2005. Rijadi.S.2005)

Keputusan Presiden no 38/1991 tentang swadana, yang pengertiannya
adalah instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan
penerimaannya fungsionalnya secara langsung. Dana swadana dapat digunakan
untuk kegiatan operasional, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan sumber
daya manusia. Kebijakan ini dalam perkembangannya menunjukkan hasil yang
sangat positif dari segi peningkatan mutu pelayanan maupun dari segi
kemandirian dalam membiayai seluruh kegiatan operasional pelayanan.

Departemen Kesehatan, mengusulkan agar 11 RSUP dikembangkan
menjadi RSUP unit swadana. RSUD Pasar Rebo Jakarta, satu satunya RSUD yang
pertama kali melakukan uji coba sebagai RSUD unit swadana daerah.

Rumah sakit swadana tidak merubah bentuk kelembagaan RSUD, tetapi
hanya merubah sistim pengelolaan kevangan. Dimana sebelumnya pendapatan
disetor setiap hari ke kas daerah, tetapi sejak RS swadana dapat digunakan secara

langsung.

2.2.3. Rumah Sakit PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)}(Rijadi S.2005)

Ditahun 1997, saat situasi krisis keuangan di Indonesia sangat
mengganggu segala sektor pemerintahan termasuk sektor kesehatan, maka
kelvarlah Undang Undang no 20 tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan
Pajak. Dimana seluruvh pendapatn lembaga dan badan badan pemerintah pusat
harus menyetorkan keuvangan yang didapat langsung ke kas negara. Termasuk
yang terkena kebijakan ini adalah RSUP yang menerima hasil retribusi dari jasa

pelayanan kesehatan masyarakat.

2.2.4. Rumah Sakit PERJAN ( Waturandang,2005)

Melalui Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2000 pada tanggal 21 Februari
2000, ditetapkan 13 Rumah Sakit milik Pemerintah diberikan kewenangan

otonomi menjadi RS Perjan/BUMN. Seperti diketahui BUMN dibagi dalam 3
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jenis kelembagaan yaitu: Perusahaan Jawatan (PerJan), Perusahaan Umum
(Perum) dan Perusahaan Perseroan (PERSERQ).

Perubahan yang mendasar adalah perubahan bentuk kelembagaan RSUP
yang semula unit swadana dan merupakan instansi vertikal Depkes, menjadi
Badan usaha yang mengelola sendiri organisasinya. Langkah Depkes merubah
kelembagaan RSUP ini menjadi PERJAN sekaligus merupakan langkah
korporatisasi Rumah Sakit pemerintah di Indonesia. Rumah Sakit swadana dan
Rumah Sakit Perjan tidak banyak perbedaannya, karena sama sama diberikan
kemandirian dalam pengelolaan keuangan, barang dan SDM. Dengan berubahnya
RS menjadi Perjan maka RS mempunyai dua kepala yaitu Depkes dan
Departemen Keuangan, yang kemudian kewenangannya dipindahkan ke Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam perjalanannya, RS Perjan sebagai organisasi nirlaba, tidak
meningkatkan fungsi sosialnya, terlebih kepada masyarakat miskin. Sehingga
keluar UU no 19 tahun 2003 tentang BUMN, yang didalamnya menyatakan
bahwa dalam waktu 2 tahun terhitung UU tersebut berlaku, maka bentuk RS

Perjan harus dibentuk menjadi Perum atau Persero.

2.2.5. Rumah Sakit Perum dan Persero(Rijadi S.2005. Thabrany H.2005)

RS Perum dan RS Perjan, berdasarkan UU no 19 tahun 2003 tenteng
BUMN, dimana disebutkan bahwa bentuk BUMN hanya ada 2 saja yaitu RS
Perum dan RS Persero.Bentuk badan hukem Perseroan untuk RSUD,
merupakankan hal yang tidak sesuai dengan visi misi dalam pelayanan kesehatan

Pada tahun itu juga keluar Peraturan Pemerintzh (PP) no § tahun 2003
tentang Pedoman Organisast Perangkat Daerah, yang menyebutkan bahwa bentuk
kelembagaan RSUD adalah LTD ( Lembaga Tchnis Dacrah).
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2.3 Rumah Sakit Badan Layanan Umum(Thabrany H,2005
Waturandang.2005.Rijadi 2005)

Industri perumah sakitan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan
dalam era ini. Dilihat dari lingkungan eksternal tampaknnya persaingan global
tidak dapat dihindari, adanya Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen,
maraknnya LSM sebagai kontrol sosial, Undang-Undang No.22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah lainnya.

Di era reformasi Indonesia menetapkan kebijakaan desentraliasi yang
merupakan isu utama hal ini diakibatkan oleh tuntuan perubahan tatanan sosial
politik yang terus bergulir dengan munculnya tuntutan yang lebih lugas, terhadap
otonomi yang lebih luas untuk mengelola daerahnya sendiri. Demikian pula pada
bidang perumah sakitan, desentralisasi mengakibatkan reformasi /perubahan
terhadap kelembagaan dan mempengaruhi struktur, hubungan kerja, fungsi dan
tanggungjawab dalam pengelolaan rumah sakit pada tingkat propinsi dan kota.

Untuk rumah sakit pemerintah harus melakukan reformasi antara lain :
dikelola secara sosial ekonomi untuk dapat mengantisipasi tekanan pasar
(terutama dalam tahun 2005, dimulai dengan AFTA dan 2010 dengan WTO),
yang berorientasi dengan kepuasan pelanggan dan hasilnya tetap memperhatikan
pelayanan kepada masyarakat miskin. Perubahan kelembagaan atau bentuk badan
hukum rumah sakit memberikan kewenangan mengelolah sumber daya manusia,
barang /sarana termasuk persediaan, keuangan dan operasional, yang merupakan
upaya nyata kemandirian rumah sakit pemerintah dalam memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan daya saing, efisiensi,
kinerja serta memiliki keunggulan kompetitif.

Dipihak lain masyarakat menuntut rumah sakit dapat memberikan
pelayanan yang dibutuhkan dapat terlayani dengan mudah, cepat, akurat, bermutu
dengan biaya terjangkau, memperlihatkan kepentingan pasien dengan seksama

dan hati-hati apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang konsumen.
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Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran
dari penganggaran tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja, dengan basis
kinerja ini arah pengguna anggaran pemerintah tidak lagi berorientasi berdasarkan
input tetapi pada output. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran
untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang makin terbatas, tetapi tetap
dapat memenuhi kebutuhan dana yang makin tinggi.

Penganggaran yang berorientasi pada output merupakan praktek yang
dianut luas oleh pemérintahan modern diberbagai negara. Pendekatan
penganggaran yang demikian sangat diperlukan bagi satuan kerja instansi
pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada publik. Salah satu
alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan
mewiraswastakan pemerintah (interprising the government),atau upaya
pengagenan ( agencification) terhadap aktifitas yang tidak harus dilakukan oleh
lembaga birokrasi murni ( seperti yang telah dilakukan dan berkembang luas
dimanca negara), yaitu paradigma yang memberi arah yang tepat bagi sektor
keuangan publik. Ketentuan penganggaran tersebut telah dituangkan dalam
undang ~ undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara , yang
menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberi landasan yang penting
bagi orientasi baru tersebut di Indonesia.Selain itu dalam UU tersebut dimuat
bahwa dalam penjelasan mengenai asas asas umum penerapan kaidah kaidah
yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: akuntabilitas
berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam
pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang
bebas dan mandiri.

Selanjutnya Undang - Undang RI No.l tahun 2004 tentang
perbendaharaan negara (yang salah satunya mengatur bentuk Badan Layanan
Umum /BLU merupakan dasar perubahan manajemen keuangan pemerintah),
membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja dilingkungan pemerintah.
Dengan pasal 68 dan 69 undang — undang tersebut Instansi Pemerintah yang tugas
pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan
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pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan, produktivitas,
efisiensi dan efektifitas.Diharapkan contoh konkrit instansi yang dimaksud adalah
Badan Layanan Umum ( BLU )

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat( 7 ) dari UU nomor 1 tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka ditetapkan lah Peraturan Pemerintah
nomeor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PK
BLU ) yang diundangkan dan ditetapkan tanggal 13 Juni 2005. Dalam Peraturan
Pemerintah ini ( PP 23 tahun 2005 ) diamanatkan antara lain sebagai berikut:
Pasat 1:
Badan Layanan Umum yaitu Instansi dilingkungan Pemerintah Pusat yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan / Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Pola pengeolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK BLU) adalah pola
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluwasan untuk
menerapkan praktek praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah
ini sebagai pengecualian dard ketentuan pengelolaan keuangan negara pada
umumnya.

Pasal 2:

Badan Layanan Umum ( BLU) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kuhidupan bangsa dengan memnerikan fleksibelitas dalam pengelolaan keuangan
berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dan penerapan praktek bisnis yang
sehat ( yaifu penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah kaidah
manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan

berkesinambungan ).
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Pola Badan layanan Umum { BLU ) tersedia untuk ditetapkan oleh setiap
instansi pemerintah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang
bersifat operasional dalam pelayanan umum yang menghasilkan semi barang /
jasa publik. Contoh contoh sebagai berikut:

a. Instansi yang menyelenggarakan penyediaan barang dan atau jasa layanan
umum Yyaitu; pelayanan bidang kesehatan ( Rumah Sakit), bidang pendidikan, jasa
peneliian dan pengujian.

b. Instansi yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan wilayah atau kawasan
otonom adalah otorita dan Kapet.

c. Instansi yang melaksanakan pengelolaan dana yaitu pengelola dana bergulir
untuk usaha kecil dan menengah, pengelola tabungan perumahan.

Dengan demikian BLU diharapkan tidak sekedar sebagai format baru
dalam pengelolaan APBN/APBD, tetapi BLU diharapkan perwadahan baru bagi
manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah
kepada masyarakat

Dalam bidang rumah sakit yang diperlukan adalah otonomi manajemen
rumah sakit yang menjamin rumah sakit publik yang menjalankan usaha atau
upayanya sejalan dengan visi dan misinya. Otonomi yang luas baik manajemen
personel, kevangan, pengadaan dan sebagainya, schingga rumah sakit dikelola
sebagai korporasi adalah memang suatu bentuk yang dipandang ideal untuk saat
ini,

Dengan lahirnya Undang Undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, yang telah diundangkan dan ditetapkan tanggal 28 Oktober 2009, dimana
pada pasal 20 disebutkan “ Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah,
diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum ( BLU )”, akan
menjawab keinginan untuk terealisasinya otonomi manajemen yang luas dalam
pengelolaan rumah sakit publik agar dalam melaksanakan pelayanannya dapat
meningkatkan dan memberikan kualitas nya kepada masyarakat dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
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Seperti diketahui, bahwa sampai saat ini kondisi pelayanan Rumah Sakit
Pemerintah sebagai Satuan Kerja Non BLU antara lain dapat digambarkan
sebagai berikut (Direktorat Pembinaan PK BLU, Ditjen Perbendaharaan
Departemen Keuangan, 27 November 2007)

I. Kinerja rendah

2. SDM kurang memadai

3. Sumber Pendanaan Terbatas

4. Tatd Kelola yang kurang baik

5. Pengelolaan keuangan sangat rigid dan kurang transparan

6. Kurang mampu bersaing dengan RS Swasta

Oleh karena itu dalam pengelolaan Rumah Sakit Pemerintah, pola BLU di
perlukan karena :

1. Dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Rumah Sakit Pemerintah yang berbentuk BLU, dapat memperoleh
flesibilitas dalam pengelolan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan
produtifitas dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat.

3. Dapat melakukan pengamanan atas aset Negara yang di kelola oleh
Rumah Sakit

Sehingga dengan penerapan BLU di Rumah Sakit Pemerintah diharapkan :

1. Terjadi perubahan pola pikir manajemen, karyawan, dan pasien di Rumnah
Sakit Pemerintah.

2. Peningkatan kinerja Rumah Sakit yang terkait dengan kepuasan pelanggan
yang ditentukan oleh:
- Mutu Layanan Medis {reliability, responsiveness, emphaty)
- Layanan administrasi (kemudahan, kecapatan dan keramahan)

3 Pemerintah Konsekuen melaksanakan amanat PP 23/2005 tentang Pola

Pengelolaan Keuangan BLU
4. Rumah Sakit Pemerintah diberikan juga otoritas dalam pengelolaan SDM
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yang lebih mandin.

5. Penerapan tata kekola yang baik di Rumah Sakit Pemerintah

6. Melengkapi aturan-aturan pengelolaan keuangan BLU yang sesuai dengan
PP 23/2005 dan praktek bisnis yang sehat.

Keberhasilan dalam mengelolah rumah sakit sebagai instansi pemerintah yang
menerapkan pola pengelolaan keuvangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
ditentikan oleh beberapa faktor utama, salah satu faktornya adalah
mempersiapkan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam rencana bisnis
anggaran (RBA), yang merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang. RBA
merupakan alat untuk menyusun kebutuhan dan biaya pada rumah sakit dalam
waktu tertentu dan mengacu pada penepatan sasaran, stategi dan kebijaksanaan
serta program kerja yang diupayakan adanya saling keterkaitan.

Keterlibatan komponen-komponen di rumah sakit didalam penyusunanan
RBA akan begitu besar artinya, hal ini dikarenakan dalam implementasinya kelak
komponen-komponen tersebut juga sekaligus, alat kontrol yang efektif.

Dalam kaitan dengan kinerja operasional rumah sakit maka indikator
kinerja yang digunakan melalui pendekatan 3 aspek penilaian, yaitu; (Departemen
Kesehatan RI Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Jakarta 2006)

1. Indikator kinerja keuangan (dengan bobot 20%), terdiri dari ;

imbalan inventasi (return on invesment)

e P

Rasio kas

Rasio lancar

p o

Collection period

o

Perputaran persedian

]

Peputaran total asset

g. Rasio Modal sendin terhadap total aktiva

2. Indikator kinerja pelayanan (dengan bobot 40%), terdiri dari :
a. Pertumbuhan Produktivitas
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- Rata-rata kunjungan Rawat Jalan/hari
- Rata-rata kunjungan Rawat Darurat/hari
- Hari Perawatan
- Pemeriksaan Radiologi/hari
- Pemeriksaan Laboratorium/hari
- Rata-rata operasi/hari
- Rata-rata Rehab Medik/hari.
b. Efisensi Pelayanan

- Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter
- Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat
- Rasio Pasien Rawat Darurat dengan Dokter
- Rasio Pasien Rawat Darurat dengan Perawat
- Rasio Pasien Rawat Inap dengan Dokter
- Rsaio Pasien Rawat Inap dengan Perawat
- BOR
- ALOS
- BTO
- TOI

¢. Pertumbuhan Daya Saing
- Sales Growth (Salg)

d. Pengembangan SDM
- Program Diklat
- Penghargaan dan Sanksi

e. Penilaian dan Pengembangan
- Pengembangan produk baru bidang pelayanan
- Pengembangan sistern manajemen

- Peningkatan penguasaan teknologi

f. Administrasi

- Rancangan RBA
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- Laporan Triwulanan

- Laporan Tahunan (Ketepatan)

3. iIndikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat (dengan

bobot 40%), yang terdin dari :

a. Mutu Pelayanan

b. Kepedulian kepada masyarakat

¢. Kepuasan pelanggan

d. Kepedulian terhadap lingkungan
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1243/ MenKes / SK/ VIIV/
2005 tentang Penetapan 13 ( tiga Belas) eks Rumah Sakit Peeusahaan Jawatan (
Perjan) menjadi Unit Pelaksana Teknis {(UPT) Departemen Kesehatan dengan
menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umurm, merupakan salah satu bukti
keseriusan pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dalam upaya

meningkatan layanan publik yang diselenggarakan oleh rumah sakit pemerintah,

2.4. Pola Pengelolaan Kenangan Badan Layanan Umum.{ PPK BL.U).

Sesuai dengan yang diamanatkandalam Peraturan Pemerintah nomor 23
tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PK BLU)
dapat disampaikan secara garis besar hal sebagai berikut:

1. Pada BAB III( pasal 4 s/d 7): Persyaratan, Penetapan dan Pencabutan.
Penetapan BLU dapat diberikan dengan status BLU penuh atau status BLU
bertahap atau ditolak.. Persyaratan menjadi Badan Layanan Umum;
1) Persyaratan substantif, menyelenggarakan tugas pokok dan fungst utama
yang berhubungan dengan:
a. Menyediakan barang / jasa untuk layanan umum {layanan bidang
kesehatan, pendidikan, jasa penelitian dan pengujian).
b. mengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan peningkatan

perekonomian masyarakat.
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c. mengelola dana khusus dalam meningkatkan ekonomi/ dan atau

layanan masyarakat.

2) Persyaratan teknis:
Kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui
BLU sebagaimana dirckomendasikan menteri /pimpinan lembaga.
Kinerja keuangan satuan kerja yang bersangkutan sehat sebagaimana
ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

3) Persyaratan Administratif/kevangan:
a.Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
pelayanan.keuangan,dan manfaat bagi masyarakat.
b. Pola tata kelola.
c. Rencana strategis bisnis
d. Laporan keuangan pokok.
e. Standard pelayanan minimum.
f. Laporan audit terakhir atau membuat pernyataan bersedia diaudit secara

independen.

Status BLU penuh, yaitu apabila ketiga persyaratan BLU dapat dipenuhi
dengan memuaskan, Sedangkan status BLU bertahap,yaitu bila persyaratan
substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif
belum terpenuhi secara memuaskan. Status BLU bertahap ini berlaku paling lama
3 tahun, dan bi;adalam waktu tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan yang
kurang, maka status BLU bertahap dicabut.

Pada satuan kerja yang berstatus BLU penuh maka seluruh fleksibilitas
pengelolaan keuangan BLU diberikan, yang meliputi :
» Pengelolaan pendapatan.

o Pengelolaan Belanja.
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¢ Pengadaan Barang / Jasa BLU.

e Pengelolaan Kas BLU.

» Pengelolaan Piutang dan Utang BLU

» Pengelolaan Investasi BLU.

¢ Pengelolaan Aset BLU.

e Perumusan kebijakan, system, dan prosedur pengelolaan keuangan.
Sedangkan pada satuan kerja dengan.status BLU Bertahap maka yang diberikan
fleksibilitas pengelolaan kevangan BLU terbatas pada hal-hal pokok yang
diperlukan dalam pemberian pelayanan, misalnya jumlah dana yang dapat
dikelola langsung, pengelolaan asset, pengelolaan piutang, serta perumusan
standar, kebijakan, system, dan prosedur pengelolaan keuvangan.

Fleksibilitas tidak diberikan dalam hal :
» Penggunaan langsung PNBP secara penuh.
e Pengelolaan investasi.
» Pengelolaan utang.

Pengadaan barang / jasa.

2. Pada BAB IV{pasal 8 s/d 9): Standar dan Tarif Layanan.

Instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU, menggunakan standar
pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan sesuai
dengan kewenangannya SPM dimaksud harus mempertimbangkan kualitas
layanan,pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk
mendapatkan layanan.

BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan jasa/ barang
yang telah diberikan. Imbalan dimaksud ditetapkan dalam bentuk tarif yang
disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi
dana.Tarif layanan dimaksud harus mempertimbangkan:

1. Kontinuitas dan pengembangan layanan.

2. Daya beli masyarakat,

3. Asas keadilan dan kepatutan.
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4. Kompetisi yang sehat.

3. Pada BAB V( pasal 10 s/d 30 ): Pengelolaan Keuangan BLU

BLU menyusun rencana strategis bisnis ( RSB) 5 (lima) tahunan dengan
mengacu pada rencana strategis Kementerian atan rencana pembangunan jangka
menengah daerah.

BLU menyusun Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) tzhunan dengan
mengacu kepada RSB dan disususn berdasarkan kinerja dan perhitungan akuntasi
biaya menurut jenis layanannyakebutuhan dan kemampuan pendapatan yang
diperkirakan akan diterima dart masyarakat, badan lain dan APBN/APBD.

BLU mengajukan RBA dengan disertai dengan usulan SPM ( standar
Pelayanan Minimum) dan biaya dan keluaran yang akan dihasilkan.

Pendapatn BLUJ, diperoleh dari:

1. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/ APBD.

2. hasil kerjasama BLU dengan Pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
Pendapatan BLU tersebut dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU
sesuai RBA dan dilaporkan sebagai pendapatn negara bukan pajak ( PNBP).
Pendapatan operasional BLU yaitu pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan
yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari
masyarakt atau badan. Pendapatan operasional dapat dikelola langsung untuk

membiayai belanja BLU.

Dalam rangka pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan hal hal sebagai berikut:
1. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas.

Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan.

Menyimpan kas dan mengelola rekening bank.

Melakukan pembayaran.

A

Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek.
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6. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan
tambahan (pada instrumen kevangan dengan risiko rendah ).

BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang jasa
dan/atau transaksi lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan
kegiatan BLU.
Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib,efisien,ekonomis,transparan
dan bertanggung jawab serta dapat memberi nilai tambah sesuai dengan prakiek
bisnis yang sehat. Piutang BLU dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

BLU dapat mempunyai utang sehubungan dengan kegiatan operasional damatau
perikatan peminjaman dengan pihak lain. Pemanfaatn utang yang berasal dari
perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional.,
sedangkan yang berasal dari jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal

BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan
Menteri keuangan/kepaladaerah sesuai kewenangannya.

Pengelolaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan
ekonomi sesuai dengan praktek bisnis sehat.

Tanah dan bangunan BLU disertifikatkan atas nama Pemerintah RI/pemerintah
daerah yang bersangkutan.

BLU menerapkan sistim informasi manajemen keuangan. Akuntasi dan pelaporan
keuangan BLU diselenggaran sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang
diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntasi Indonesia.

Laporan keuangan BLU, sekurang kurangnya meliputi: laporan realisasi
anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan ,yang disertai laporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja:
Pimpinan BLU bertanggung jawab terhadap kinerja operastonal BLU sesuai tolok
vkur yang ditetapkan dalam RBA, dan mengusahakan secara terintegrasi dengan

laporan keuangan.:
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Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali
diperintahkan menteri untu menyetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas umum
negara dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU.

Defisit BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran bernkutnya.
Menterikeunagan dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran
untukmenutup defisit pelaksanaan anggaran BLU dalam APBN/APBD tahun
anggaran berikutnya.

4. Pada BAB VI (pasal 31 s/d 36 ) Tata Kelola
Pola Tata Kelola atau corporate governance, sebagai salah satu dari 6
(enam) persyaratan administrasi dalam pengusulan dan penetapan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum { PK BLU ), dimaksudkan merupakan
seperangkat satuan internal untuk menetapkan status kelembagaan / organisasi dan
tata laksana instansi pemerintah yang menetapkan PPK BLU, (yang
mengakibatkan perubahan satuan kerja struktural atau menjadi non struktural pada
kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah.), akuntabilitas serta transparansi.
A.Organisasi dan Tata Laksana. memuat:
* Struktur Organisasi:.
Struktur organisasi disusun oleh satuan kerja {satker) yang akan menerapkan PK
BLU dengan ketentuan sebagai berikut:
e Memperhatikan kebutuhan organisasi.
e Merupakan sarana dalam mewujudkan visi, misi dan strategi
organisasi.
Visi yaitu suatu gambaran yamg menantang tentang keadaan masa
depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
Misi yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai
visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan
berhasil dengan baik.
Program strategi yaitu program yang berisi proses kegiatan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1
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(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan
potensi,peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Pengukuran Pencapaian Kinerja yaitu pengukuran yang dilakukan
dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat
tercapai dengan disertai analisis atas faktor faktor internal dan
eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

* Prosedur kerja.

Menggambarkan alur /proses kegiatan yang diberikan oleh satuan kerja dari awal

hingga akhir, berupa flowchart dan narasi.

B. Akuntabilitas
Yaitu mempertanggung jawabkan dalam pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada satuan kerja dalam mencapai
tujuan yang ditetapkan secara periodik. Terdiri dari:
a. Akuntabilitas Program
Merupakan uraian mengenai program satuan kerja dalam
melaksanakan seluruh kebijakan sesuai dengan “core business™ disertai
dengan indikator kinerja non keuangan.
b. Akuntabilitas Kegiatan.
Merupakan uraian kegiatan satuan kerja yang akan dilaksanakan sebagai
Pelaksanaan program yang telah ditetapkan disertai dengan seperangkat
Indikator kinerja non keuangan.
c. Akuntabilitas Keuangan.
Merupakan wuraian pola pertanggung jawaban satuan kerja
dalampengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka pelaksanaan

kebijakan,program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
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C.. Transparansi.
Yaitu mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus
informasi agar informasi dapat diterima secara langsung bagi yang membutuhkan,
menyajikan:
a.Kejelasan tugas dan wewenang.
Berupa pemberian informasi atas tugas dan kewenagan dari masing
masing pejabat Pengelola BLU yang terdiri dari pimpinan,pegjabat
keuvangan,pejabat teknis, pegawat BLU serta Dewan Pengawas.
b.Ketersediaan informasi kepada publik.
Merupakan pengungkapan atas ketersediaan informasi kepada piblik.
Sesuai yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2005 (PP No 23 tahun 2005) tentang Pengelolaan Keuangan
Badan layanan Umum, pada BAB VI TATA KELOLA yang terdiri dari 3 (tiga )
bagian sebagai berikut:
1. Bagian Pertama :” Kelembagaan, Pejabat Pengelola dan Kepegawaian™
Texrdiri dari Pasal 31,32 dan 33. Bahwa instansi pemerintah perlu merubah
struktur kelembagaan yang berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan. Pejabat
pengelola BLU terdiri dari:
1) Pemimpin,
Berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan
kevangan BLU, yang berkewajiban untuk:
i.  Menyiapkan rencana strategis bisnis BLU’
ii. Menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan,
iii. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat tehnis
sesuai ketentuan yang berlaku.
iv.  Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional
dan kevangan BLU.
2). Pejabat Keuangan BLU.
Berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang

berkewajiban:
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Mengorganisasikan penyusunsn RBA.
Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU.
Melakukan pengelolaan pendapat dan belanja.
Menyelenggarakan pengelolaan kas.

Melakukan pengelolaan hutang piutang.

vi. Menyusun kebijakan pengelolaan barang,aset tetap dan
invasi BLU.
vii. Menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan,
viii. Menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan laporan
keuangan.
3).Pejabat tehnis BLU

Berfungsi sebagai penanggung jawab tehnis dibidang masing

masing, dengan kewajiban:

a. Menyusun perencanaan kegiatan rehnis dibidang nya.
b. Melaksanakan kegiatan tehnis sesuai RBA.

¢. Mempertanggung jawabkan kinerja operasional dibidang

nya.

Pejabat Pengelola dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai

negeri sipil (PNS) dan atau tenaga profesional non PNS sesuai
kebutuhan BLU. Bila berasal dart PNS,maka syarat

pengangkatannya sesuai ketentuan perundang undangan

dibidang kepegawaian.

2. Bagian kedua : “Pembinaan dan Pengawasan”,pada pasal 34, 35

Pembinaan tehnis BLU dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga pembinaan

keuangan dilakukan oleh menteri keuangan.Dalam melaksanakan pembinaan

sebagaimana dimaksud, dapat dibentuk dewan pengawas.dengan syarat hanya

untuk BLU yang memiliki realisasi anggaran atau nilai aset menurut neraca yang

memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh menter keuangan.
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Pemeriksaan intern BLU dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksaan Intern ( SPI)
yanig merupakan unit kerja dibawah langsung pimpinan BLU.
Pemeriksaan eksternal terhadap BLU dilaksanakan oleh pemeriksa eksternal

dengan ketentuan peraturan perundang undangan.,

3. Bagian ketiga : “Remunerast “, pasal 36,

Remunerasi merupakan  imbalan kerja yang dapat  berupa
gaji,honorarium,tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi,pesangon dan atau
pensiun.Pejabat Pengelola, dewan pengawas, termasuk sekretaris dewan
Pengawas, pegawai BLU, diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung
jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan

Penetapan remunerasi, harus mempertimbangkan prinsip;

*¢ Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran dan
jumlah aset yang dikelola BLU serta tingkat
pelayanan.

% Kesetaraan,yaitu memperhatikan industri pelayanan

sejenis.

»,
0‘0

Kepatutan, yaitu  menyesvaikan  kemampuan
pendapatan BLU yang bersangkutan.

*
0.0

Kinerja operasional BLU ditetapkan oleh
Menteri/pimpinan lembaga dengan
mempertimbangkan indikator
keuangan,pelayanan,mutu = dan  manfaat  bagi
masyarakat.
Tentang remunerasi dalam BLU ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.
Peraturan peraturan yang merupakan turunan terkait dengan BLU, sebagai berikut
1. PP No.23/2005 tentang Pengelolaan Kevangan Badan Layanan Umum.
2. PMK No.119 /PMK.05/2007, tentang Persyaratan Administrasi dalam
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rangka pengusulan dan penetapan satker Instansi pemerintah untuk
menerapkan PK.BLU,
3. PMK No.09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewas pada BLU
4. PMK No.10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi

Pejabat Pengelola, Dewas dan Pegawai BLU.

5. PMK No.66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan,
Penetapan, dan Perubahan RBA, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran

2.5. Dewan Pengawas BLU (DeWas BLU)

Adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap

pengurusan BLU yang dilakukan oleh pengelola BLU, khususnya mengenai

pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Rencana Strategis Bisnis jangka

panjang.

Ketentuan mengenai Dewan Pengawas BLU, dituangkan pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada

Badan Layanan Umum.

Bahwa pembentukan Dewan Pengawas dimaksud hanya berlaku pada BLU yang

memiliki;

1. Realisasi nilai omzet (yaitu jumlah seluruh pendapatan operasional yang

diterima oleh BLU yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada

masyarakat, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan / atau hasil usaha

lainnya.) tahunanan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar

15 milliar rupiah. dan /atau

2. Nilai aset ( yaitu jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLU pada

akhir suatu tahun buku tertentz) minimum sebesar 75 milliar rupiah.

Tabel 2.1. Jumlah Dewan Pengawas BLU di bandingan dengan Omset dan Aset.

Jumlah DeWas BLU | Nilai omset (LRA) Nilai Aset (Ncraca)
3 orang 15M sd 30M 75M s.d 200M
5 orang >30M >200 M
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Persyaratan DeWas ( Dewan Pengawas) BLU:
a. Mempunyai dedikasi dan memahami masalah masalah kegiatan BLU
b. Mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas
c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum
d. Tidak pernah menjadi direksi, komisaris atau Dewas yang mengakibatkan
badan usaha pailit.
e. Tidak pemah dihukum karena tindakan pidana

Kewajiban Dewan Pengawas BLU:

e Memberi pendapat dan saran kepada menteri/pimpinan lembaga dan

Menteri Keuangan tentang Rencana Berbasis Anggaran.
e Mengikuti perkembangan kegiatan BLU.
» Melaporkan kepada Menteri/pimpinan lembaga keuangan, bila terdapat
gejala penurunan kinerja BLU.

e Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLU.
Masa jabatan DeWas ditetapkan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1{ satu} kali masa jabatan berikutnya. Pengangkatan DeWas tidak bersamaan
waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLU, kecuali pada
pengangkatan pertama kali.
Untuk mendukung kelancaran tugas Dewas,Menteri/ Pimpinan lembaga dapat
mengangkat seorang sekretaris DeWas.
Segala biaya vang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas DeWas,
dibebankan pada BLU dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran ( RBA } BLU
yang bersangkutan.Untuk Rumah Sakit Badan Layanan Umum, ditetapkanmelalui
Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor
361/ MenKes/SK/V/2006 Tentang
Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit
Badan Layanan Umum. (satu) tahun.
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2.6.Kebijakan Publik
(http://hykurniawan. wordpress.com/2009/07/30/faktor-faktor-yang-

mempengaruhi-keberhasilan-implementasi-kebijakan/)

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat, disebut sebagai kebijakan
publik, yang mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Pengertian kebijakan merujuk pada tiga hal yakni sudut pandang (point of view);
rangkaian tindakan (series of actions) dan peraturan (regulations). Ketiga hal
tersebut menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk menjalankan
sebuah kebijakan. Definisi mengenai kebijakan publik, yang cukup komprehensif
yaitu merupakan respon dari sebuah sistem
politik(pemerintah,parlemen,masyarakat,aktor aktor lain) terhadap
demands/claims (merupakan tantangan dan permintaan dari aktor politik)
dan support( merupakan SDM atau infrastruktur lain) yang mengalir dari
lingkungannya( yaitu wilayah/tempat kebijakan diterapkan).

Dari konsep diatas.terlihat bahwa suatu, sistem kebijakan publik terdiri atas
elemen-elemen yakni: orientasi, tindakan yang benar-benar dilakukan, sifat positif
maupun negatif untuk melakukan sesuatu dan pelaksanaan melalui perundangan
yang bersifat memaksa (otoritatif).

Pemerintah sebagai pelaku utama penerapan kebijakan publik memiliki dua fungsi
yang berbeda yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait
dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi
administrasi terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh
karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik
memiliki kekuvatan diskretif (discretionary power) dalam pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, aktor-aktor lain juga harus
memainkan peran pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Proses proses penyusunan suatu kebijakan publik,melalui tahapan sebagai berikut:

identifikasi, formulasi, adopsi, penerapan dan evaluasi. Dalam proses identifikasi,
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pemerintah merasakan adanya masalah yang harus diselesatkan yaite dengan
pembuatan kebijakan. Berdasarkan identifikasi tersebut dilakukan formulasi
kebijakan. Kebijakan disusun berdasarkan alternatif-alternatif tindakan dan
partisan. Setelah alternatif tindakan dan partisipan disusun, maka proses adopsi
dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan syarat
pelaksanaan, partisipan, proses dan muatan kebijakan. Tahap selanjutnya adalah
penerapan kebijakan.yang mana hal ini terkait dengan pihak-pihak yang terlibat,
tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu sendiri.
Setelah penerapan kebijakan dilakukan, evaluasi kebijakan harus dilaksanakan.
*Penerapan Kebijakan Publik

Tahap penerapan sebuah kebijakan publik merupakan tahapan yang kritis, karena
tahapan ini merupakan penentu keberhasilan sebuah kebijakan.Pengertian pokok
dari penerapan adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah
kebijakan diputuskan.
Pada tahap ini melibatkan seluruh pemilik yang ada, baik sektor swasta maupun
publik secara kelompok maupun individual.
Hasil akhir dari penerapan suatu kebijakan minimal terwujud dalam beberapa
indikator yakni:
1. Hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret
seperti: dokumen, jalan, orang, lembaga;
2.Keluaran atau outcome yang biasanya berwujud rumusan target
seperti tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga;
3. Manfaat atau benefit yang wujudnya beragam
4.Dampak atau impact baik yang diinginkan maupun yang tak
diinginkan

5. Kelompok target baik individu maupun kelompok.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan Publik

1. Isi kebijakan tersebut. Sifat-sifat kebijakan yang baik yaitu bila isi
kebijakan tersebut:: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang
teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh
sumberdaya baik manusia maupun finansial yang baik.

2. Implementator dan kelompok target. Pelaksanaan penerapan suatu
kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (implementator) dan
kelompok target (target groups). Implementator harus mempunyai
kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan
sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (policy
makers), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen
akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan daripada kelompock yang
tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang
merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit
keberhasilan implementasi kebijakan,

3. Lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun
kultur populasi tempat sebuah kebijakan diterapkanikan juga akan
mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi
sebuah masyarakat yang maju, sistemn politik yang stabil dan demokratis,
dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya
keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah

implementasi sebuah kebijakan.

Suvatu kebijakan ,agar dapat dilaksanakn sesuai yang diharapkan,maka perlu
disosialisasikan kepada target nya,yaitu yang akan melaksanakan.atau yang
terkena kebijakan dimaksud.

*Sosialisasi{ http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi)
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Pengertian sosialisasi adalah mempakan proses penanaman atau transfer
kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam
sebuah kelompok atau masyarakat Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi
sebagal teori mengenai peranan (role theory). Karena dalam proses sosialisasi
diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu

Dalam proses sosialisasi,prosess kehidupan manusia melalui beberapa tahapan
tahapan sebagai beriktut.

1.Tahap persiapan (Preparatory Stage)

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri
untuk mengenal dunia sosiainya termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang

diri.

2.Tahap meniru (Play Stage)

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurmnanya seorang anak menirukan peran-
peran yang dilakukan oleh orang dewasa Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran
tentang nama dirl dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya.
Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain
juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia
berisikan banyak orang telah mulai terbentuk. Sebagian dard orang tersebut
merupakan orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan dan
bertahannya diri, yakni dari mana anak menyerap norma dan nilai Bagi seorang

anak, orang-orang ini disebut orang-orang yang amat berarti (Significant other)

3.Tahap siap bertindak (Game Stage)

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang
secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya
menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat schingga memungkinkan
adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya
tuntutan untuk membela kelvargadan bekerja sama dengan teman-temannya. Pada

tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubunganya semakin kompleks.
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Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah.
Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap juga mulai
dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa

ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya.
4 Tahap penerimaan norma kolektif (Generalized Stage/Generalized other)

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa Dia sudah dapat menempatkan
dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang
rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tapi juga
dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan,
kemampuan bekerja sama--bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya--
secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi

warga masyarakat dalam arti sepenuhnya.

Dari proses sosialisasi kehidpuan manusia tersebut, maka sosialisasi yang
berkaitan dengan sosialisasi suatu kebijakan publik juga melalui tahapan tahapan
yang tidak jauh berbeda dengan tahapan tahapn sosialisasi pada kehidupan

manusia.
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BAB 3

PROFIL RUMAH SAKIT OTORITA BATAM

3.1. Perkembangan Batam

Batam awalnya merupakan sebuah pulau yang kosong berupa hutan
belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Beberapa kelompok penduduk
yang ada, bekerja sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Pulau ini mulai
dikenal sekitar tahun 1950 an, dengan penduduk tidak lebih dari 6000 jiwa ,yang
terdiri dari multi etnis. Berada dikawasan teritorial Qang berbatasan langsung
dengan Singapura. Pulau Batam berada diantara 3414 pulau lainnya yang ada di
Kepulauan Riau. Bersama Singapura, Batam berada dijalur perdagangan selat
Malaka, yang hanya dipisahkan oleh gapura selat sepanjang 20 kilometer atau
12,5 mil laut. Sejak dahulu kala, Batam dan Singapura sudah menjadi bagian dari
jalur perdagangan berbagai fase sejak mulai dibukanya jaring niaga Asia
Tenggara. Sebelum adanya ketetapan Pemerintah Pusat untuk menjadikan Batam
sebagai sentra perdagangan dan industri, secara yuridis formal pulau Batam ini
hanya berstatus wilayah setingkat desa yang merupakan bagian dari kecamatan
Pulau Buluh (Warisan Belanda hingga tahun 1965). Tahun 1957 Pulau Buluh
menjadi satu kesatuan dengan Pulau Batam. Pada tahun 1965 hingga tahun 1973,
Pulau Batam masih berstatus sebagai desa dalam lingkup kecamatan Belakang
Padang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1984, status
Batam ditingkatkan menjadi Kotamadya administratif yang meliputi wilayah 186
pulau. Dalam tiga dasawarsa terakhir, Pulau Batam berkembang amat pesat

dengan eskalasi pertumbuhan ekonomi yang juga sangat pesat.

3.2. Kelembagaan Badan Otorita Batam

Selama ini orang tidak tahu pasti, sebenamya siapa orang yang
mempunyai gagasan untuk membangun Pulau Batam ini. Kini yang kita tahu
adalah bahwa Pulau Batam merupakan kota yang berkembang dengan segala
sarana prasarana yang lengkap. Melihat letak Batam yang strategis, pemerintah
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Indonesia mengeluarkan sejumlah  keputusan penting sebagai pondasi
pengembangan Batam. Dimulai dengan :
1. Keputusan presiden No 65 tahun 1970 tanggal 19 Oktober 1970, yang

menjelaskan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi (
PN PERTAMINA), diberi tugas untuk menjadikan Pulau Batam sebagai
pangkalan logistik dan operasional yang berhubungan dengan eksploitasi
dan eksplorasi minyak lepas pantai. Biaya pembangunan Pulau Batam
disisihkan dari anggaran PERTAMINA.

. Keputusan Presiden (KEPPRES) No 74 tahun 1971 tanggal 26 Oktober

1971 tentang Pembangunan Pulau Batam, dengan membentuk Badan

Pimpinan Daerah Industrti (Badan Penguasa), yang bertanggung jawab

kepada Presiden dan sebagai pemilik authority yang diberi tugas untuk:

a. Merencanakan, mengembangkan, membangun industri  dan
prasarananya.

b. Menampung dan meneliti permohonan izin usaha untuk diajukan ke
instansi terkait.

¢. Mengawasi pelaksanaan proyek industri.

4) KEPPRES Nomor 94 tahun 1998, tentang Penyempurnaan atas
KEPPRES Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam,
pada struktur organisasi Pengembangan daerah Industri Pulau Batam,
dimana RS Otorita Batam (RSOB) sebagai salah satu Unit Pelaksana
Tehnis (UPT) yang berada dibawah salah satu Deputi dari tiga deputi,
yaitu deputi operasi. Sebagai UPT, RSOB mempunyai otonomi yang
sangat kecil. Dengan telah ditetapkannya Kawasan Batam sebagai
kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka struktur
kelembagaan akan berubah sesuai derngan Peraturan Pemerintah No 46
tahun 2007 (Review Kebijakan Strategik dan bisnis plan Otorita Batam,
laporan akhir Rencana Strategis Otorita Batam 2008 -2012, buku 1iI).
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Secara garis besar, periode pembangunan Daerah Industri Pulau
Batam dapat dibagi sebagai berikut:
1971 - 1976 : Periode Persiapan, ketua Dr Ibnu Sutowo
1976 - 1978 : Periode Konsolidasi, ketua Prof.Dr JB Sumariin
1978 -. 1983 : Periode Pemantapan, ketua Prof BJ Habibie.
1983 - 1992 : Periode Pembangunan Prasarana Dan Penanaman
Modal
1992 — 1998 : Periode perluasan kawasan, ketua Prof BJ Habibie
1998 - 2005: Periode pengembangan pembangunan prasarana dan
penanaman modal lanjutan dengan perhatian besar
pada  kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim
invvestasi,
ketua Drs. Ismeth Abduliah
2005 — sekarang: Periode pembangunan Batam dengan penckanan
pada  peningkatan sarana prasarana, penanaman
modal serta kualitas lingkungan hidup, ketua Ir
Mustofa Wijaya.

3.3. Tentang Rumah Sakit Otorita Batam

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa Rumah Sakit Otorita Batam
merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis yang
berada di bawah naungan Badan Otorita Batam, yang selalu akan berkembang
secara dinamis dan berubah menyesuaikan fungsi dan tugasnyz mengikuti
tantangan dan perkembangan dunia teknologi dan kesehatan. Sehubungan dengan
hal tersebut Rumah Sakit Otorita Batam berusaha mengantisipasi setiap perubahan
dan tuntuan kebutuhan akan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
dan pengguna jasa di bidang keschatan, terutama mengenai perbaikan mutu dan
kualitas pelayanan kesehatan berkaitan dengan penggunaan teknologi canggih (
terbaru ) dalam bidang kedokteran guna mendukung peningkatan mutu dan
kualitas pelayanan kesehatan serta tetap terjangkau bagi masyarakat,
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Rumah Sakit Otorita Batam yang disebut sebagai Unit Pelaksana Teknis
Rumah Sakit Otorita Batam berdiri secara syah melalui Surat Keputusan Kepala
Badan Pelaksana Otorita Batam Nomor : 71/SKEP/KA/VIII/1983, tertanggal 11
Agustus 1983 dengan standarisasi dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia
sebagai Rumah Sakit Kelas C dengan tugas dan fungsi pokok sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas
kesehatan yang bersifat peiicegahan, penyuluhan, pengobatan dan
rehabilitast

2. Menyelenggarakan koordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah
Daerah dalam rangka pemeliharaan kesehatan masyarakat di Daerah
I[ndustri Pulau Batam

3. Menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan kesehatan terhadap seluruh

karyawan Otorita Batam beserta keluarganya,

Perkembangan dan peningkatan Rumah Sakit Otorita Batam terus
disempurnakan sesuai dengan tuntutan dari pengguna jasa / masyarakat. Melalui
Surat Keputusan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor
437/Menkes/SK/V/2002 tertanggal 2 Mei 2002 Rumah Sakit Otorita Batam Milik
Badan Otorita Batam telah ditingkatkan dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit
Kelas B Non Pendidikan.

Dalam perkembangannya Rumah Sakit Otorita Batam telah mempunyai 15
(lima belas) jenis Bidang Pelayanan Medis Spesialistik sebagai berikut:

1) Jantung,

2} Kebidanan,

3) Bedah Umum,

4) Bedah Syaraf,

5) Neurologi.

6) Paru,

7) Rehabilitasi Medik,
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8) Penyakit Dalam,

9) Orthopedi,

10) Kulit dan Kelamin,

11) Mata,

12) Anak,

13) THT,

14) Anesthesi,

15) Radiologi.

Sejarah perjalanan dan perkembangan Rumah Sakit Otorita Batamn dapat dilihat
pada gambar berikut ini.

Gambar 3.1. Sejarah Perkembangan RS Otorita Batam.

Poliklinik Pertamina Th.1978

r

Rumah Sakit Type C
(5K nomor :71/SKEP/KA/NIIN1983 tertangga!l 11 Agustus 1983)

Rumah Sakit Type B Non Pendidikan
{SK Menkes nomor : 437/Menkes/SK/VI2002 tertanggal 2 Mei 2002)
17 jenis bidang pelayanan medik spesialistik

3.3.1. Lokasi dan Data Fisik RS Qtorita Batam

Rumah Sakit Otorita Batam terletak di daerah Sekupang yang merupakan
daerah di wilayah ujung sebelah barat Pulau Batam, yang berdekatan dengan
pelabuhan domestik dan intemasional, mempunyai fasilitas sebagai berikut.

1. Luas tanah : 47.054 M2

2. Luas bangunan : 6.500 M2
3. Areal parkir : 5.000 M2
4, Sarana

A. Fasilitas Pelayanan dan Penunjang Medik ;

Beberapa fasilitas pelayanan yang di miliki Rumah Sakit adalah ;
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a. Gedung A (Perkantoran, Poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat)
b. Gedung B (Bangunan Lama ; Ruang rawat inap)
¢. Kamar operasi,

d. ICU-CVCLU,

e. Ruang kebidanan,

f. Apotek,

g. Instalasi gizi,

h. Laboratorium,

i.  Radiologi

j- Instalasi medical linen

k. Ruang pemulasaran jenazah (dibangun Th. 2004)

[t
.

Pengelolaan limbah padat ( incenerator ) dan cair.
B. Fasilitas Pendukung:

- Kantin

- Minimarket

- ATM

- Mess Putra/Putri RSOB

- Rumah Dinas { dokter / perawat )

3.3.2. Visi dan Misi RS Otoritaz Batam

Rumah Sakit Otorita Batamn sebagai salah satu Rumah Sakit mjukan yang
memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, serta terjangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat di kawasan Pulau Batam, Rempang dan Galang
(BARELANG), mempunyai visi dan misi, sebagai berkut :

Visi

Menjadikan Rumah Sakit Otorita Batam sebagai salah satu etalase pelayanan
kesehatan Indonesia berstandar internasional dalam mendukung terwujudnya
kawasan tujuan investasi terkemuka di tahun 2015

Misi

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima dan berstandar internasional

2. Mewujudkan peningkatan SDM kesehatan yang profesional
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3. Mewujudkan Rumah Sakit Otorita Batam sebagai tempat penelitian untuk
menopang pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kawasan tujuan
investasi

terkemuka.

3.3.3. Struktur Organisasi RS Otorita Batam Berdasarkan SK Ketua Otorita

Batam.

Rumah Sakit Otorita Batam di pimpin oleh seorang Direktur dengan
jabatan struktural setingkat pejabat Eselon II.B, yang bertanggung jawab kepada
Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industni Pulau Batam Cq. Deputi Operasi
Otorita Batam dan bertugas memimpin pelaksanaan tuges pokok dan fungsi
Rumah Sakit Otorita Batam secara keseluruhan. Dalam jabatan struktural tersebut
direktur dibantu oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Wakil Direktur Umum
dan Keuangan serta beberapa jabatan strutural lain yang dapat di lihat pada

gambar berikut ini.
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irektur R rita B

- —— e ——— -
1
1
Ka Komite Medik Wadir P i
] |
Ka.Bid Pelavanan dan Ka, Bid Penuniang Medik
Keperawatan
Ka. Si na Medi
Ka, Sis Pelayanan
Ka, Sig K l | m Medik
Instalasi
1. Inst. Rawat Jalan
2. Inst. Rawat Inap
3. last Gawat Darurat
4. Inst. Bedah Sentral
5. Inst Bayl & Anak
8. Inst Kamar Bersalin & Kebldanan
7. Inst ICU - CVCL
8. Inst, Hemodialisa
9. Inst. Farmasi
10. Inst Laboratorium
11. Inst Radiologi
12, Inst. Gid
13. Inst. Linen Medik
J 14, Inst Permpasaran Jenazah
———————————— - 15. Inst Klintk Satelit

16.

—
B

Inst. Perawatan Isolasl Khusus
Inst. Rehabilitasi Medik

Wadir Umum
Q.aninnan
[ |
H 1
K2, Bao Unum Ka, Bag Keuangan
et K2.SubbagTU & Ka.5ubbac Anggaran
Kepagawaian ? Oncdinndahasmen
K2, Scbbeg Ka,Subbag Verifikas &
Perlengkapan & PO
Ka. Sipbag Ka.Subbag Pendapatan
Perencanagn, -
Instalasi

1. Inst. Pendidikan & Pelatthan

2. Inst. Elactronik Data Processing
3. Inst. Sanitasi & Lingkungan

4. Inst. Hurnas & Promos]

5. Inst. PSRS
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Jumlah SDM di RS.Otorita Batam pada semester pertama Tahu 2010,
Januari s/d Juni 2010, adalah berjumiah 498 karyawan, seperti terlihat pada

table 2.
Tabel 3.1. Komposisi Karyawan berdasarkan ”status kepegawaian dan
pendidikan”
No Ketenagaan SD SLTP | SLTA| D1 D2 s1 52 | Total
i | PNS {DPK Pusat) 0 0 2 0 0 0 0 2
2 | PNS (DPK Pemko) 0 0 3 4 5 2 14
3 | PNS (DPB) 10 6 94 0 118 | 16 18 | 262
4 | Honor Khusus Q 0 0 0 0 0 3 3
5 | CPNS 4 2 35 0 9 5 0 55
6 [ Honor Bergolongan (HB) 8 2 5 0 2 0 0 17
7 | Honor 1 0 10 0 7 1 0 19
8 | Honor Kontrak (HK) 0 0 1 0 0 0 0 1
SubTotal { 23 10 150 0 140 | 27 23 | 373
9 | Ditpam BKO 0 0 5 0 0 0 0 5
10 | Ourtsourching Ditpam 0 1 22 0 0 0 0 23
11 | Qutsourching Medis & 0 0 14 0 44 8 0 66
Farm
12 | Outsourching Non Medis 1 2 25 0 1 2 0 3
Sub Total 1 3 66 4] 45 10 0 125
Total | 24 13 216 0 185 37 23 498
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3.3.5. Data Fasilitas Pelayanan di RS Otorita Batam

Rumah Sakit Otorita Batam memiliki beberapa fasilitas pelayanan dalam
rangka menujang peran dan fungsi sebagai Rumah Sakit di Pulau Batam, yang
dapat di lihat pada uraian berikut ini;

a. Ruang Perawatan .

Ruang perawatan yang di miliki, jenis dan jumlah tempat tidur dapat di lihat
pada tabel 3, di bawah ini ;

Tabel 3.2. Rincian Jumlah Tempat Tidur berdasarkan Kelas Perawatan.

| o 5 | o 25 | S
1 Teratai - - - - 58 - - - - 58
2 Melati - - 31 4 - 7 - - - 42
3 Angprek 4 9 - - - - - = - 13
4 | Flamboyan - - - - - - 17 9 - 26
5 | Bougenvill | 2 4 4 - 10 - - - - 20
6 Ma?.var - 4 9 - 18 - 12 - - 43
7 | ICU/CVCU | - - - - - - - 3 3 3
8 HCU - - - - E = - k 2 2

Total 6 17 | 4 4 g8 7 29 9 5 207

b. Instalasi Kamar Bedah
Instalasi Kamar Bedah RS.Otorita Batam memiliki 4 (empat) ruangan operasi,

beroperasional 24 jam.

c. Fasilitas Instalasi rawat Jalan / Poliklinik.

Instalasi Rawat jalan memiliki beberapa fasilitas pelayanan sebagai berikut ;
1. Poliklinik Spesialis, dengan 16 bidang spesialis
2. Poliklinik Umum
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3. Poliklinik Gigi

4. Poliklinik Medical Check Up.

d. Laboratorium.
Rumah sakit Otorita Batam memiliki beberapa Laboratorium dengan tenaga yang
telah mendapat pelatihan dari Kementrian Kesehatan RI dan pelatihan di
Singapore melalui kerjasam antar Rumah Sakit, adapun laboratorium yang di
miliki adalah sebagai berikut:
a. ~ Laboratorium Induk — RS.Otorita Batam
b.  Labotratorium Instalasi Gawat Darurat

Laboratorium Flu Burung
Bank Darah

A

e. Instalasi Radiologi.
Instalasi Radiologi memiliki beberapa fasilitas diagnostik radiologi yang di
butuhkan untuk menunjang pelayanan yang ada di rumah sakit antala lain CT scan

6 slides, radioligi konvensional, USG 3 dan 4 dimensi.

f. Elektromedik diagnostik.
Beberapa peralatan elektromedik yang di miliki rumah sakit adalah sbb;
Treadmill, endoscopy, CTG, EEG, EKG

g, Elektromedik non diagnostik.
Untuk menunjang pengobatan dan pemulihan fisik pasien, romah saklit memiliki
beberapa peralatan elektromedik dan peraiatan bantu lain, sebagai berikutini;

Alat Elektromedik non diagnostik :

- Diathermi - Ultra Sound
- Electric Stimulasi - Traksi
- Intuferential

h. Sanitasi Lingkungan.
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Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah rumah sakit.
RS.Otorita Batam yang dilengkapi dengan mesin Instalasi Pengolahan Air
Limbah, (IPAL), Incenerator, Mesin Cyro ( penghancur jarum suntik )

3.3.6. Kegiatan RS Otorita Batam (Berdasarkan Laporan tahun 2009).

3.3.6.1. Kunjungan Rawat Jalan RS.Otorita Batam.

_ Data kunjungan yang didapat Selama kurun waktu tahun 2006 s/d 2010, jumlah

pasien rawat jalan yang berkunjung ke Rumah Sakit Otorita Batam adalah sebagai
berikut ;

Total kunjungan pasien rawat jalan, 2007 : 90 094 pasien

Total kunjungan pasien rawat jalan, 2008 : 97 637 pasien

Total kunjungan pasien rawat jalan, 2009 : 84 424 pasien

Total kunjungan pasien rawat jalan, bulan Jan s/d Juni 2010: 41.606 pasien
Kunjungan pasien untuk pelayanan kesehatan pasien di RS.Otorita Batam
semester 1 Tahun 2010 untuk keseluruhan pelayanan kesehatan yang terdiri dari
Rawat Jalan, IGD dan Rawat Inap berjumah 78.641 kunjungan.

Jumlah tersebut termasuk pemeriksaan laboratortum dan radiologi, dengan rincian

jumlah, jenis pembayaran dan prosentase sebagai berikut ;

1). .Karyawan OB beserta keluarga ; 20.768 = 26 %
2). Perusahaan/langganan ; 22.956 = 29%
3). Umum/Tunai (PC) ; 28.271 = 36%
4). Asuransi Kesehatan ;  0.646 = 9%

( Jamsostek/Askes ;PNS,Sukarela, Askeskin ).

3.3.6.2. Kunjungan Rawat Inap RS Otorita Batam,

Dari data kunjungan pasien rawat inap yang di dapat selama kurun waktu tahun
2007 s/d 2010, jumlah pasien rawat inap rumah sakit Otorita Batam adalah
sebagai berikut

Total kunjungan pasien rawat inap 2007 : 11 998 pasien.

Total kunjungan pasien rawat inap 2008 : 13 375 pasien.
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Total kunjungan pasien rawat inap 2009 : 11 857 pasien.
Total kunjungan pasien rawat inap bulan Jan s/d Juni 2010 = 4.709 pasien

3.3.6.3. Kunjungan di Instalasi Gawat Darurat RS.Otorita Batam, sebagai berikut ;
Total kunjungan pasien igd th.2007 adalah 20.300 pasien

Total kunjungan pasien igd th.2008 adalah 21.190 pasien

Total kunjungan pasien igd th.2009 adalah 16.730

3.3.6.4. Layanan terhadap Masyarakat miskin di RS Otorita Batam.

Rumah Sakit Otorita Batam melayani masyarakat miskin di Kepulanan Riau,
khususnya di Kota Batam melalui program Nasional Jamkesmas dan Jamkesda/
SKTM

Tabel 3.4. Layanan masyarakat miskin melalui program Jamkesmas

Periode Pengguna Jamkesmas Total
Th.2009
RJ RI

Januari 218 84 302
Februari 233 79 312
Maret 232 70 302
April 216 68 284
Mei 191 76 267
Juni 186 70 256
Juli 175 70 245
Agustus 144 58 202
September 129 65 194
Oktober 155 68 223
November 146 42 188
Desember 130 46 176
Total 2155 796 2951

Dengan nilai total tagihan sebesar Rp.4.797.487.395,60,- (penggunaan
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dana tersebut telah dilaporkan secara berkala kepada Tim Jamkesmas

Pusat Departemen Kesehatan RI)

Tabel 3.5. Laporan masyarakat miskin melalui SKTM Pemko Batam

Periode Pengguna SKTM Total
Th.2009
RJ RI

Januar 3 2 5
Februari 26 13 39
Maret 39 17 56
April 33 25 58
Mei 54 20 74
Juni 73 34 107
Juli 74 33 107
Agustus 70 31 101
September 63 37 100
Oktober 91 43 134
November 69 29 98
Desember 58 29 87
Total 653 313 966

3.3.6.5. Indikator Efisiensi Rumah Sakit,

Salah satu indikator efeisien pelayanan di rumah sakit Otorita Batam tahun 2009

dapat di lihat pada indikator Pelayanan seperti terlihat pada Tabel 6.

Tabel 3.6. Indikator Pelayanan RS Otorita Batam Tahun 2009

IIndikator Th.2008 | Th.2009 Standar Efisiensi Menurut
Efisiensi RS DEPKES
BOR 75.46% | 68.80% |65-85%
LOS 3.69 Hari { 3.73 Hari { 6 — 9 Hari
TOI 1. 51 Hari | 2.14 Hari | ! — 3 Hari
BTO 494 X 44X 40 — 50 X / Thn atau 3.33 -4.16x /
Bln
NDR 16.36 %0 | 18.41 %o | <25 %o
GDR 3149 %0 | 31.63 %0 | <45 %o

3.3.6.6. Keuangan RS Otorita, pada Tahun 2009.

Secara umum, pengelolaan keuangan RS.Otorita Batam, sebagai berikut;

1. Penerimaan RS.Otorita Batam, yang pengelolaannya oleh Biro
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Kenangan Otorita Batam

Batam

bagian Keuangan RSOB

Keuangan RS.Otorita Batam

1.PENERIMAAN

Secara umum, penerimaan RS.Otorita Batam pada th.2009 menunjukan

56

Anggaran rutin, yang pengelolaannya oleh Biro Keuangan Otorita

Anggaran operasional RS.Otorita Batam, yang pengelolaannya oleh

Dana ikatan kerjasama (titipan), yang pengelolaannya oleh bagian

adanya peningkatan sebesar Rp.15,516,856,731.72,- Hal ini disebabkan

adanya pembayaran piutang perusahaan tahun-tahun sebelum th.2009 serta

penerimaan lain-lain dari pembayaran sewa mess, sewa ruangan ATM,dll.

Dan ini terlihat pada tabel tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.7. Penerimaan terhadap target.

No Periode Target Penerimaan % Pencapaian
1 Tahun 2008 51,996,697,642.10 70,412,278,750.00 135.42%
2 Tahun 2009 70,018,500,000.00 74,530,957,304.76 106.44%
Tabel 3.8. Penerimaan dan pendapatan obat.
Bulan Tahun 2008 Tahun 2009
Penerimaan Pendapatan Penerimaan Pendapatan
Total 30,579,671,924.00 | 31,118,996,472.00 | 32,985,803,518,85 | 33,226,947,213,00
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No Uraian Target Penerimaan % Pencapaian
1 | Langganan 24,820,000,000.00 30,293,690,294.16 122.00%
2 | Umum 24,082,000,000.00 27,945,699,291.00 116.04%
3 | Karyawan OB 19,950,000,000.00 15,851,605,260.00 79.46%
4 | Keluarga Karyawan 1,050,000,000.060 139,414,888.00 13.28%
OB
5 | Medical Check Up 98,000,000.00 104,314,000.00 106.44%
Lain-lain 18,500,000.00 196,233,571.60 160.72%
JUMLAH 70,018,500,060.00 74,530,957,304.76 106.44%

Tabel 3.10. Perbandingan realisasi penerimaan periode antar tahun

Uraian Th.2008 Th.2009 Kenaikan / Penurunan | % Peningkatan /
Penurunsn

Tunai 28,651,940,510.00 | 28,050,013,291.00 601,927,219.00 -2.1

Piutang | 24,505,794,873.00 | 30,299,320,493.16 -5,793,525,620.16 23.64

Kary.OB | 17,037,774,434.00 | 15,991,020,148.00 1,046,754,286.00 -6.14

Lain-lain 253,858,255.00 190,603,372.60 63,254,882.40 -24.92

Total 70,449,368,072.00 | 74,530,957,304.76 -4,081,589,232.76 5.79

Tabel 3.11. Rekap penerimaan piutang periode th.2009 (sumber : Bag Keuangan)

No. Jenis Piutang Th.2008 Th.2009 Kenaikan /
Penurunan
1 {KU
2 | RawatInap RS
3 | Rawat Jalan - RS
4 | Rawat Jalan - K.Baloi -
70,449,368,072.00 74,530,957,304.76
5 { Rawat Jalan - PELUD 4,081,589,232.76
6 | Denda 5%
7 | ObatRS
& | Pendapatan Lain-Lain

Analisis kesiapan..., Sri Rafela Allaida Roestam, FKM Ul, 2010

Universitas Indonesia




58

Tabel 3.12. Laporan piutang RS.Otorita Batam per tgl.31 Desember 2009

No. Jenis Pintang Th.2008 Th.2009

1 | Piutang Perusahaan

2 Pintang Umum

13,111,638,069.78 | 14,631,822,549.00

3 | Piutang Karyawan

4 Piutang Lain-lain

Catatan piutang RS Otorita batam tahun 2009.

Saldo akhir piutang per tgl.31 Desember 2009 terjadi kenaikan sebesar sekitar
11,60% dibandingkan dengan saldo akhir piutang per tgl. 31 Desember 2008.
Kenaikan saldo akhir piutang per tgl.31 Desember 2009 tersebut disebabkan oleh

beberapa hal yang signifikan, yaitu ;

Piutang Perusahaan/Pelanggan,

Tagihan/faktur untuk Dinas Kesehatan Kota Batam atas yang
menggunakan surat keterangan tidak mampu / SKTM (th.2008 dan
th.2009) yang sampai dengan tgl.31Desember 2009 telah mencapai
Rp.2.369.901.976,- yang belum diselesaikan.

Piutang Umum,

Terjadi kenaikan jumah piutang vmum sebesar Rp.951.325.008,-
dibandingkan tahun 2008. Kalau dilihat dari pemberian faktur
piutang umum di tahun 2009 sebesar Rp.2.686.565.994,- dan di
tahun 2008 sebesar Rp.2.706.078.797,- sebenarnya terjadi penurunan
piutang umum sebesar 0,72%.

Pembayaran piutang umum tahun 2009 sebesar Rp.1.564.979.725.-
dan pembayaran tzhun 2008 sebesar Rp.1.407.086.811,- terdapat

kenaikan pembayaran dibandingkan tahun 2008 sebesar 10%.
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(sumber ; Ka.Bag Keuangan ¢q.Ka.Subbag Verifikasi & Ka.Subbag
Anggaran)

2. PENGELUARAN

Penurunan atas pengeluaran disebabkan antara lain adalah
pengeluaran untuk jasa medik yang selama ini dibebankan pada
anggaran tutin, tapi untuk tahun 2009 dibebankan pada anggaran
proyek DURK tahun 2009.

Tabel 3.13. Perbandingan pengeluaran rutin antar tahun

No Periode Pengeluaran
1 Tahun 2006 41,319,381,044.65
2 Tahun 2007 62,543,169,061.59
3 Tahun 2008 80,209,115,204.94
4 Tahun 2009 59,014,100,573.04

Tabel 3.14. Penerimaan terhadap pengeluaran (Surplus / Defisit)

No Periode Penerimaan Pengeluaraan Surplus / Defisit
1 Th. 2006 25,526,030,804.00 | 41,319.881,045.00 -15,793,850,241.00
2 Th. 2007 52,266.470.805.00 62.543,169.062.00 -10,276,698,257.00
3 Th. 2008 70,449,368,072.00 | 80,272,949,534.94 -9,823,581,462.94
4 Th. 2009 74,530,957,304.76 59,014,100,573.04 15,516,856,731.72
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3.3.6.7. REKAPITULASI BELANJA BARANG ATK, KELONTONG DAN
INVENTARIS KANTOR TH.2009
Untuk kebutuhan operasional pendukung kegiatan di RS Otorita Batam, pada

tabel berikut ini, biaya yang dikeluarkan selama tahun 2009 untuk pembelian

ATK barang barang kelontong sebagai berikut:

Tabel 3.15. Belanja Rutin (Barang, ATK, Kelontong & Inventaris Kantar)

Nama / Th. 2009

Barang Jan Feb Mar Apr Mci Jun
ATK 32,256,400 33,365,200 31,765,745 18,861,600 | 23,349,825 17,996,725
Kelontong 13,332,605 15,486,570 18,138,725 14,478,300 | 14,137,500 11,500,750
Cetakan 49,989,500 49,923,500 49,868,500 45,207,500 | 46,920,000 45,352,500
Listrik & Air 0 17,760,050 ] 8,937,725 0
Kantong Obat &
« S 13,035,000 31,185,000 31,750,000 Q 0
Jumlak Per
. 108,613,505 147,720,320 99,772,970 110,297400 | 93,345,050 74,849,975

Nama / Th. 2009

Barang Jul Agust Sept Okt Nov Des
ATK 20,890,775 28,914,800 28,193,400 22,742,800 20,593,415 35,088,500
Kclontong 12,170,250 13,787,000 11,908,850 11,565,750 14,097,600 11,892,840
Cetakan 45,685,000 45,975,000 48,360,000 43,030,000 49,585,000 48,082,500
Listrik & Air 0 0 1] 1] 0 0
Kantong Obat &
Kartu Pasien 31,325,000 (] 18,700,000 0 0 27,150,000
Jumlah Per Bulan 110,071,025 88,676,800 107,162,250 82,338,550 84,276,015 122,213,840

3.3.6.8. REALISASI ANGGARAN RUTIN

Tabel 3.16. Perbandingan realisasi anggaran rutin (pada tahun 2008 dan 2009)

Uraian Th.2008 Th.2009
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Belanja Pegawat 23,636,700,000.00 | 43,936,893,32000 | 22,981,400,000.00 | 28,612,790,494.04
Belanja Barang 9,035,000,000.00 36,137,916,094.54 | 23,303,330,000.00 | 30,181,400,534.00
Belanja Pemeliharaan 55,000,000.00 191,460,120.00 476,000,000.00 195,689,545.00
Belanja Perjalanan 33,000,000.00 6,680,000.00 8,700,000.00 24,220,000.00
Total 32,759,700,000.00 | 80,272,949,534.54 | 46,769,430,000.00 | 59,014,100,573.04
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Aktifitas laporan keuangan RS.Otorita Batam (sumber : KaBag
Keuangan), antara lain Penerimaan pada th.2009 senilai Rp.74.530.957.304,76,-
terjadi peningkatan sebesar Rp. 4.073.858.582,76 atau sekitar 106,44 %, bila
dibandingkan dgn penerimaan pada tahun 2008.
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BAB 4

KERANGKA KONSEP

4.1. Kerangka Konsep

Merujuk tinjauan pustaka dan permasalahan yang akan diteliti,maka untuk mendapatkan gambaran
analisis kesiapan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK BLL)
di RS Otorita Batam , maka peneliti , akan mencoba mengidentifikasi kesiapan RS Otorita Batam
dijihat dari aspek persyaratan PPK BLU yang meliputi persyaratan substantif, tehnis dan
persyaratan administratif. Wawancara mendalam dengan unsur unsur eksternal dan internal RS
Otorita Batam , serta telaahan terhadap data data dan dokumen dan cbservasi di RS Otorita Batam.

Gambar 4.1. Kerangka Konsep

Input

Sosialisasi

1.PP No 23 th 2005
2.UU no 44 th 2009
3.PerMenKeu
No.119/PMK.05/20
07
4. PerMenKeu

No.09/PMK..02/200
6

4.2 Definisi Istilah

= Identifikasi | ——=> Output
Persyaratan PK BLU: Kesiapan
-syarat Substantif Penerapan
»| -syarat tehnis. »| PKBLU di
~Syarat administratif RSOB---

A. Persyaratan Substantif,

Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada BAB III dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, terpenuhi apabila instansi pemerintah yang

bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:

a. Penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum.

b. Pengelolaan wilayah/ kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan

perekonomian masyarakat atau Iayanan'. umum; dan/ atauc.Pengelolaan
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dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/ atau pelayanan

kepada masyarakat.

B. Persyaratan Tehnis.

Persyaratan tehnis sebagaimana dimaksud pada BAB III dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, terpenuhi apabila instansi pemerintah yang

bersangkutan :

a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan
ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan
oleh menteri/ pimpinan lembaga/ SKPD sesuai dengan kewenangannya.

b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat
sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU

C. Persyaratan Administratif.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada BAB Il dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia momor 23 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, terpenuhi apabila instansi

pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:

a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,keuangan

dan manfaat bagi masyarakat

o

Pola tata kelola.

Rencana strategis bisnis.

~ o

Laporan keuangan pokok.

o

Standard Pelayanan Minimum ( SPM).

)

Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara

independent.

C.1. Persyaratan administratif : Pemyataan Kesanggupan untuk meningkatkan

kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat.
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Merupakan svatu pernyataan tertulis yang menyatakan dengan sebenarnya
bahwa (Satuan kerja instansi pemerintah yang mengusutkan untuk menerapkan
PPK BLU),

sanggup melaksanakan hal hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat.

2. Meningkatkan kunerja keuangan.

3. Meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

Melalui pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. ( PPK BLU ),
Yang ditanda tangani pimpinan satuan kerja dan disetujui oleh Menteri/ pimpinan

lembaga.

C.2.. Persyaratan administratif : Pola tata kelola
Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 , Peraturan Menteri
Keuangan nomor 119/ PMK.05/2007 tentang Persyaratan Adminmistratif dalam
rangka pengusulan dan penetapan satvan kerja instansi pemerintah untuk
menerapkan Pola Pengelolaan Keuanagn Badan Layanan Umum(PPK-BLU),
merupakan peraturan infemal satwan kerja instansi pemerintah yang
menetapkan:

1. Organisasi dan tata laksana, dengan memperhatikan kebutuhan
organisasi, perkembangan misi dan strategi, pengelompokan fungsi
yang logis, efektifitas pembiayaan serta pendaya gunaan sumber daya
manusia.

2. Akuntabilitas, yaitn mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber
daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada satuan
kerja instansi pemerintah secara periodik,

3. Transparansi, yaitu mengikuti azaas keterbukaan yang dibangun atas
dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat

diterima bagi yang membutuhkan
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C.3. Persyaratan administratif : Rencana Strategis Bisnis

Rencana strategi Bisnis sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dalam Peratutan

Menteri Keuangan nomor 119 /PMK.0S/ 2007 tentang Persyaratan

Administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi

pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuanagn Badan Layanan
Umum(PPK-BLU), mencakup:

a.

Visi, yaitu suatu gambaran yang menantang tentang keadaan maa depan
yang berisikan cita dan citra yang ingi diwujutkan.

Misi sesuatu yang harusdiemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan
baik.

Program strategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan
potensi,peluang kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan
menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai
dengan disertai analisis atas faktor faktor internal dan eksternal yang

mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

C.4. Persyaratan Administratif : Laporan keuangan pokok

Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7dalam

Peraturan Menteri Keuangan nomor 119 /PMK.05/ 2007 tentang

Persyaratan Administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan

kerja instansi pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuanagn

Badan Layanan Umum(PPK-BLU), terdiri dari:

a. Laporan realisasi anggaran/ laporan operasionalanggaran,yaitu
laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian

sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan
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perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suvatu periode
pelaporan.

b. Neraca/ prognosa neraca,yaitu dokumen yang menggambarkan
posisikeuangan mengenai aset,kewajiban dan ekuitas pada tanggal
tertentu.

c. Laporan arus kas, yaitu dokumen yang menyajikan informasi kas
sehubungan denga aktivitas operasional, investasi dan transaksi non
anggaran yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan,pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode
tertentu.

d. Catatan atas laporan keuangan,yaitu dokumen yang berisi
penjelasan naratif atau rincian dari angka angka yang tertera dalam
laporan realisai anggaran, neraca dan laporan arus kas dan disertai

lapora mengenai kinerja kevangan,

C.5.. Persyaratan Administratif : Standar Pelayanan Minimum ( SPM)
Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan
Menteri Keuangan nomor 119 /PMK.05/ 2007 tentang Persyaratan Administratif
dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk
menerapkan Pola Pengelolaan Keuanagn Badan Layanan Umum(PPK-BLUJ),
merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja instansi
Pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat, antara lain:

a. .kualitas layanan, meliputi: tehnis layanan, proses layanan, tata cara dan

waktu tunggu untuk mendapat layanan,
b. pemerataan dan kesetaraan layanan.

c. biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Kriteria SPM : SMART:
- Specific,yaitu fokus pada jenis layanan.

Universitas Indonesia

Analisis kesiapan..., Sri Rafela Allaida Roestam, FKM Ul, 2010



67

- Measurable,yaitu dapat diukur.

- - Attainable, yaitu dapat dicapai.
- Reliable, yaitu relevan dan dapat diandalkan.
- Timely,yaitu tepat waktu.

Penyajian SPM:
- Sederhana, realistis, nudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat
dipertanggung jawabkan.
- Memuat sistim informasi, pelaporan rencana pencapaian SPM
termasuk target tahunan, dan evaluasi secara berkelanjutan.
- Menetapkan jenis layanan dasar, indikator SPM dan batas waktu
pencapaian SPM.

C.6. Persyaratan administratif : Laporan audit terakhir atau pernyataan
bersedia untuk diaudit secara independen.

Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Menteri
Keuvangan nomor 119 /PMK.05/ 2007 tentang Persyaratan Administratif dalam
rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk
menerapkan Pola Pengelolaan Keuanagn Badan Layanan Umum(PPK-BLU),
merupakan laporan audifor tahun terakhir sebelum satuan kerja dimaksud
diusulkan untuk menerapkan PPK BLU

D. Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/ PMK.05/ 2007 Tentang Persyaratan

administrasi dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi

Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
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Bahwa untuk pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi Pemerintah
untukmenerapkan Pengelolaan Kenangan Badan Layanan Umum,harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1.Persyaratan Substantif,
2.Persyaratan Tehnis.
3.Persyaratan adminstratif, yang meliputi:

a. Pemnyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan

dan manfaat bagi masyarakat

&

Pola tata kelola.

Rencana strategis bisnis.

e o

Laporan keuangan pokok.
Standard Pelayanan Minimum ( SPM).

o

Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara
independent.

Masing masing persyaratan telah diuraikan pada poin A,B,C diatas,

E. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009

tentang Rumah Sakit.( di undangkan dan ditetapkan tanggal 28 Oktober 2009.)
Pasal 20:

Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah
diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan

Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Pasal 51:
Pendapatan RS publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah,

digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional RS dan tidak dapat
dijadikan pendapatan negara/pemerintah daerah.
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Pasal 56:
Dewan Pengawas Rumah Sakit merupakan unit non struktural yang bersifat
independen dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit. Terdiri dari unsur

pemilik, organisasi profesi, asosiasiperumah sakitan dan tokoh masyarakat.

Pasal 64.

Pada saat undang undand ini berlaku, semua rumah sakit yang sudah ada harus
menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam undang undang ini paling
lambat dalam jangka waktu 2 ( dua) tahun setelah undang undang ini
diundangkan..

F. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan
Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum.

Merupakan organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
pengurusan BLU yang dilakukan oleh pengelola BLU, khususnya mengenai
pelaksanaan Rencana Bisnis Strategis jangka panjang dan Rencana Bisnis
Anggaran,

Anggota Dewan Pengawas BLU terdini dart unsur unsur kementerian negara/

lembaga/ pejabat SKPD dan kementerian keuangan serta tenaga ahli.

G.Kesiapan implementasi PPK BLU.

Kesiapan implementasi PPK BLU, dari aspek persyaratan untuk penetapan
pengusulan PPK BLU, dengan melakukan dan menganalisis dari data primer dan
data sekunder.

Status BLU, dikatagorikan atas:

1.Status BLU penubh, yaitu apabila ketiga persyaratan BLU dapat dipenuhi dengan
memuaskan.

2.Status BLU bertahap,yaitu bila persyaratan substantif dan persyaratan teknis
telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara
memuaskan..‘Status BLU bertahap ini berlaku paling lama 3 tahun, dan bila dalam
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waktu tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan yang kurang, maka status BLU
bertahap dicabut.
3.Status belum BLU, yaitu bila ketiga persyaratan belum dipenuhi oleh instansi

yang mengusulkan tersebut.

Data primer, yaitu dengan melakukan wawancara miendalam dari beberapa
informan yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga )kelompok, yaitu Kelompok
Pemilik, Kelompok Pengelola tidak langsung dan Kelompok Pengelola
Langsung.Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok pertanyaan ,yaitu terkait berdasarkan
persyaratan substantif,terhnis dan persyaratan adminisrratif.

Daftar pertanyaan pedoman wawancara untuk nomor urut: sebagai berikut::

- nomor 1, 2,3,4, dikategorikan sebagai persyaratan substantif
nomor 5 dikatagorikan sebagai persyaratan tehnis.

- nomor 6,7 dan 8 , dikatagorikan sebagai persyaratan administratif.
Pertanyaan yang terkait pada persyaratan substantif dan tehnis, lebih ditekankan
untuk kelompok pemilik;mengingat kelompok ini secara tugas,fungsi dan
kewenangan yang melekat adalah sebagai pembuat , perumus dan penentu
kebijakan dan aturan ( kelompok Pemilik EssI) dan kelompok pemilik Ess %
adalah sebagai penyiapan/ pembuat draft kebijakan / aturan yang ditetapkan .
Sedangkan pertanyaan terkait persyaratan administratif, lebih ditekankan untuk
kelompok pengelola tidak langsung dan pengelola langsung,, mengingat tugas dan
fungsi yang melekat adalah sebagai pengeiola operasional /pelaksana atas
kebijakan/ aturan yang ditetapkan.

Data sekunder, yaitu dengan menelaah dokumen dokumen berupa Surat
Keputusan (SK), Peraturan Pemerintah( PP),Undang Undang({ UU), laporan RS

Otorita Batam dan lain lain.
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BAB 5

METODE PENELITIAN

5.1.Rancangan Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan
kualitatif di Rumah Sakit Otorita Batam di Batam Provinsi Kepulauan Riau.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan data prifner dengan instrumen in-depth
interview ( wawancara mendalam ), survei dan observasi terhadap identifikasi.
Wawancara mendalam ditujukan kepada pihak yang terlibat dalam tingkat
pemberi kebijakan dalam hal ini pemilik dan pengelola rumah sakit, yang
dikelompokkan menjadi pengelola langsung dan pengelola tidak langsung.
Dengan metode ini diharapkan dapat analisis kesiapan penerapan Pola
Pengelolaan Badan Layanan Umum ( PPK BLU ) di RS Otorita Batam dengan
mengidentifikasi persyaratan substantif, tehnis dan administratif.

5.1.2.Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Otorita Batam, Batam Provinsi Kepulauan

Riau.

5.1.3. Waktu Penelitian.

Penelitian dilakukan di RS Otorita Batam mulai November sampai Desember
2010.

5.1.4. Sumber informasi Penelitian

Informan penelitian yang diwawancarai dalam penelitian ini, dibagi 3 (tiga )
kelompok yaitu kelompok pemilik, kelompok pengelola tidak langsung dan
kelompok pengelola langsung,
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5.1.4.1. Informan kelompok pemilik.

Rumah Sakit Otforita Batam, secara kelembagaan dimiliki oleh Badan
Pengusahaan Batam ( BP Batam ), yang dahulu lebih dikenal dengan sebutan
Badan Otorita Batam.

Melihat struktur organisasi BP Batam,sebagai lembaga pemerintah, diketuai oleh
seorang Kepala dibantu oleh seorang wakil kepala.Yang selanjutnya dalam
melaksanakan tugas , fungsi dan kebijakan, dibantu oleh § (lima ) orang anggota/
deputi, yaitu Anggota 1/ Deputi Bidang Pengusahaan Sarana, anggota 2/ Deputi
Bidang Pelayananan Jasa ,Anggota 3/ Deputi Bidang Pelayanan Umum , Anggota
4/ Deputi bidang Administrasi dan Program dan anggota 5/ Anggota Deputy
Bidang Pengendalian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, direktur
Rumah Sakit Otorita Batam bertanggung jawab kepada Deputy 1 yang
membidangi Pengusahaan Sarana .. Secara esselonisasi Para Deputy menduduki
esselon [ (satu)., merupakan perumus dan penentu kebijakan BP Batam.
Dimasukan juga pada kelompok ini adalah kepala bagian keuangan dan salah satu
kepala subbagian dari bagian hukum, yang dalam salah satu tugasnya adalah
menyiapkan konsep kebijakan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh BP Batam
serta ,menelaah aturan aturan bagi yang terkait pada penyiapan kebijakan

tersebut.

5.1.4.2. Informan kelompok pengelola tidak langsung RS

Diambil dari interen RS Otorita Batam,dalam hal ini pengelola tidak langsung RS
Otorita Batam yaitu Wadir Umum dan Keuangan, Wadir Pelayanan
Medik, Komite Medik, Bagian Umum, Bagian Kenangan,Bidang Pelayanan dan
Keperawatan, Bidang Penunjang Medik, Instalasi dijajaran bidang Umum .

Merpakan jajaran struktural di RS Otorita Batamn, yang terdiri dari wakil direktur
pelayanan medik, wakil direktur umum dan keuangan, kepala bidang pelayanan
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dan keperawatan, kepala bidang penunjang kepala bagian keuangan, kepala
bagian umum dan kepala instalasi dibawah wadir umum dan keuangan,yang
dalam tugas dan fungsinya tidak langsung berhubungan menyelenggarakan
pelayanan kepada pengguna layanan kesehatan dirumah sakit

5.1.4.3. Informan kelompok pengelola langsung RS

Merupakan kepala instalasi dibawah wadir pelayanan medik yang dalam tugas
dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan langsung kepada pengguna
pelayanan di RS Otorita Batam atau seorang dokter umum atau spesialis. Dalam
hal ini kepala instalasi Bayi dan Anak yang sekaligus dokter spesialis, dan dokter
spesialis syaraf yang juga ketua komite medik.
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5.2. Cara Pengumpulan Data
5.2.1. Data Primer.

Dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kelompok pemilik di kantor BP
Batam dan kelompok pengelola tidak langsung RS dan kelompok pengelola
langsung RS di RS Otorita Batam. Langkah langkah kegiatan yang dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
1. Penjelasan maksud peneliti untuk mewawancarai.
2..Melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara
kepada kelompok pemilik, pengelola tidak langsung dan pengelola langsung
RS.OB.
Materi pedoman wawancara dikatagorikan atas 3 katagori yaitu materi yang
terkait dengan:persyaratan substantif, persyaratan tehnis dan persyaratan
administratif Dimana semua informan dalam kelompok tersebut diberikan/
diwawancarai semua materi pedoman wawancara, namun ada penekanan
enekanan sebagai berikut:

-untuk kelompok Pemilik ( Ess 1 maupun Ess 3/4), materi persyaratan

substantif dan persyaratan tehnis

-untukkelompok Pengelola tidak langsung dan kelompok Pengelola

Langsung, penekanan pada materi persyaratan administratif..
5.2.2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan menelaah data,laporan dan surat surat keputusan
dari Ketua Otorita Batam ( BP Batam) yang berkaitan dengan Rumah Sakit
Otorita Batam. Data sekunder dimaksud meliputi strukfur organisasi, deskripsi
fisik Rumah Sakit, laporan kegiatan, keuangan ( piutang dan pendapatan rumah
sakit) dan kinerja rumah sakit. Selain itu data juga diperoleh dengan melihat surat
surat keputusan Menteri dari Departemen Kesehatan (Depkes) dan Departemen
Keuangan (Depkeu), dan Menteri terkait lainnya.
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Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data secara in-depth interview dengan
menggunakan pedoman berupa kuesioner terbuka.  Pelaksanaan in-depth

interview dan catatan lapangan.

5.3. Cara Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data kualitatif telah dimulai sejak data dikumpulkan. Langkah
awal pada tahap analisis data adalah pengumpulan kembali instrumen penelitian
berupa catatan lapangan (field notes).Dari data yang terhimpun diadakan
pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

1. Deskripsi informan adalah orang yang dianggap dan berperan penrting
serta terlibat langsung maupun tidak langsung pada pengawasan,
pengoperasionalan Rumah sakit..

2. Koding , memberi kode, pada catatan jawaban informan,

3. Tabulasi mengelompokkan jawaban kedalam suatu matriks .
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HASIL PENELITIAN

Hasil penelitiann yang bersumber dari data primer yaitu yang diperoleh

dari beberapa informan melalui wawancara mendalam , serta dari data sekunder,

yang diperoleh dari data data dan telaahan dokumen yang terkait dengan

penelitian.,sebagai berikut;

6.1. Pengumpulan Data Primer

Kendala kendala yang peneliti alami selama melakukan penelitian untuk

mendapatkan data primer adalah

1.

Keterbatasan waktu dari informan untuk diwawancarai, sehingga informan
meminta pedoman wawancara unfuk mereka isi yang selanjutnya
dikembailikan kepeneliti. Atau alasan informan lainnya ingin membaca
dulu pedoman wawancara, segingga mereka dapat mencari informasi
melalui intermet hal yang terkait dengan pertanyaan pada pedoman
wawancara.

Tidak objektifnya jawaban yang diberikan informan khususnya dari
kelompok Pengelola tidak langsung dan kelompok Pengelola langsung,
mengingat peneliti merupakan bagian dari manejemen RS dimana
penelitian dilakukan.Upaya yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan
menjelaskan bahwa pertanyaan dan wawancara semata mata untuk
penelitian, bukan untuk memberi penilaian kineja manejemen. Dan

disampaikan bahwa jawaban yang disampaikan dijamin kerahasiaannya.
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Berikut deskripsi informan terkait pendidikan, eselon dan kelompoknya. .

Tabel 6.1. Deskripsi Informan.

Kode informan | Pendidikan Jabatan Kelompok

1 St Ess IIT A Pengelola tdk 1gs
2 S2 Ess IIT A Pengelola tdk 1gs
3 S2 Ess IIIB Pengelola tdk 1gs
4 S1 EssIII B Pengelola tdk lgs
é S1 Ess IIIB Pengelola tdk lgs
6 S1 Ess I1IB Pengelola tdk 1gs
7 S1 Kainstalasi | Pengelola tdk lgs
8 S2 Ka komdik Pengelola Igs

9 S2 Dokter Spe Pengelola Igs
10 S2 Ess I Pemilik

11 S2 Ess I Pemilik

12 S1 EssIII A. Pemilik

13 S2 EssIVA Pemilik

Informan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 ( dua) kelompok yaitu
kelompok Pemilik, yang terdiri Pemilik Esselon 1, yaitu pimpinan BP Batam
sebagai pihak penentu kebijakan, dan Pemilik Esselon 3/4 sebagai pihak yang
secara langsung menyiapkan draft aturan/ kebijakan pimpinan.Kelompok
Pengelola RS tidak langsung ,yang merupakan manajemen di RS Ototita Batam(
para wadir,para kepala bidang,para kepala bagian) dan kepala instalasi Sanitasi
lingkungan (dibawah wadir umum,) yang dalam tugas dan fungsi pokoknya tidak
langsung menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pengguna pelayanan di
RS Otorita Batam.Sedangkan kelompok Pengelola RS yang langsung adalah
dokter spesialis yang juga sebagai kepala instalasi Bayi dan Anak serta Ketua
Komite Medik, yang secara tugas dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan
kesehatan langsung kepada pengguna jasa pelayanan di RS Otorita Batam,
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Pertanyaan pada pedoman wawancara dikatagorikan atas 3 yaitu yang terkait
dengan persyaratan substantif, persyaratan tehnis, serta persyaratan administratif.,
Ketiga kelompok (yang terdiri dari informan informan), diberikan seluruh
pertanyaan pedoman wawancara, dengan penekanan pertanyaan sebagai berikut:
pertanyaan yang terkait persyaratan substantif dan persyaratan tehnis ,lebih
ditekankan untuk kelompok Pemilik (baik pemilik esselon 1 maupun esselon
3/4.), sedangkan persyaratan administratif untuk kelompok Pengelola tidak
langsung dan Pengelola langsung

Berikut ini akan dipaparkan tabel hasil wawancara dari kelompok pemilik,
pengelola tidak Jlangsung, dan pengelola langsung  berdasarkan ketiga
persayaratan yang disebutkan sebelumnya, yaitu persyaratan substantif,
persyaratan tehnis, dan persyaratan administratif. Setelah hasil wawancara
dipaparkan pada bab ini, kesimpulan dan analisa yang telah dirangkum dari hasil

wawancara ini juga akan dipaparkan oleh penulis pada bab ini.

Untuk hasil wawancara dengan Kelompok pemilik untuk setiap pertanyaan yang
dikategorikan berdasarkan ketiga persyaratan yang telah disebutkan diatas dapat
dilihat sebagai berikut:
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Dari hasil tabel wawancara dengan kelompok pemilik yang dipaparkan diatas,
maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

A. Pada kelompok Pemilik.

A.1.Persyaratan Substantif

Kelompok pemilik sudah mengetahui secara garis besar tentang BLU berikut
persyaratannya, sejak 5 tahun yang lalu. Seperti yang diampatkan pada PP 23/
2005 tentang PPK BLU.Pemilik bahkan sedang menyiapkan kerangka acuan
untuk penerapan PK BLU di seluruh unit unit yang berada dibawah naungannya.,
antara lain, inrtruksi penyiapan prosedur tetap.dan standar pelayanan minimum (
SPM).

Bahwa kelompok Pemilik kurang memahami apa wujud dokumen yang dimaksud
pada persyaratan substantif. Yang sebenamya telah dipenuhi oleh BP Batam yaitu
Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdaganagan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang memuat tugas dan fungsi baik BP Batam

maupun RS Otorita Batam., sesuai yang diamanatkan untuk menerapkan BLU.

A.2. Persyaratan tehnis.

Kelompok Pemilik sangat mendorong agar kinerja RSOB terus ditingkatkan,baik
kinerja pelayanan,keuangan ,sehingga diharapkan akan dapat diterapkan PK BLU
di RS OB.Pemilik menilai bahwa RSOB sudah mulai menunjukkan peningkatan
dalam kinerja pelayanan dan laporan keuangan.

Bahwa kelompok Pemilik kurang memahami apa wujud dokumen yang dimaksud
pada persyaratan tehnis.Sebenarnya yang dimaksud adalah surat pernyataan
(sesuai format yang ditentukan pada pengusulan menjadi BLU) tentang
kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanankinerja keuangan, dan
meningkatkan manfaat bagi masyarakat dari satuan kerja dalam hal ini RSOB
yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pemilik yaitu BP Batam yang ditujukan
kepada Menteri Keuangan RI u.p Direktur Jendral Anggaran dan Perimbangan

Keuangan.
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A.3. Persyaratan Administratif

Kepada kelompok pemilik juga ditanyakan mengenai persyaratan administratif.
Persyaratan administratif yang terkait :pemyataan kesanggupan untuk
meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan,bahwa RS Otorita Batam, harus
membuat pernyataan tersebut. Terkait pola tata kelola, kelompok pemilik
menyatakan bahwa RS Otorita Batam sudah mempunyai struktur organisasi,
.informasi yang akurat,tapi harus disempumakan teru. Terkait Rencana Strategis
Bisnis,dikatakan bahwa sudah mempunyai visimisi rentra..Terkait laporan
keuangan pokok, dikatakan bahwa sudah mempunyai.Terkait SPM, dikatakan
bahwa RS Otorita Batam harus menyiapkannya. Dan terkait kesediaan diaudit
oleh auditor independen, dikatakan RS otorita Batam harus menyiapkan surat

pernyataan dimaksud.

Sedangkan untuk hasil wawancara dengan kelompok pengelola tidak langsung
untuk setiap pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan ketiga persyaratan
(substantif, tehnis, dan administratif) yang telah disebutkan diatas dapat dilihat
sebagai berikut:
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.Pada Kelompok Pengelola Tidak Langsung.

B B.l.Persyaratan Administratif:;Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
pelauanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat.

Pada kelompok ini mengetahui bahwa secara tertulis dari RSOB, pernyataan
tersebut belum ada, namun secara lisan pernah disampaikan.

Bahwa dokter dan karyawan sudah mempersiapkan, tapi perlu disosialisasikan.

B.2. Persyaratan Administrasif:Pola Tata Kelola.
Kelompok Pengelola Tidak Langsung, menyatakan bahwa RS Otorita Batam
sudah mempunyai: struktur organisasi, prosedur tetap, mamun harus terus

dievaluasi,

B.3.Persyaratan Administratif: Rencana Strategis Bisnis.
Kelompok pengelola tidak langsung menyatakan bahwa RS Otorita Batam sudah

mempunyai visi, misi dan renstra

B.4. Persyaratan Administratif: Laporan keuangan Pokok
Kelompok Pengelola RS tidak langsung, sebagian menyatakan sudah ada tapi
perlu penyempurnaan karena belum sesvai dengan format BLU.,sebagian tidak

mengetahui

B.5.Persyaratan Administratif :Standar Pelayanan Minimum.
Pada Kelompok Pengelola RS Tidak langsung, SPM sedang disiapkan

B.6. Persyaratan Administratif: Laporan audit/ bersedia diaudit oleh auditor
independen

Kelompok Pengelola RS Tidak langsung,,RSOB harus menyiapkan surat

pernyataannya, dan selama ini sudah diaudit hampir setiap tahun
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Terlihat bahwa kelompok Pengelola Tidak langsung dari aspek persyaratan
administratif mengetahui hal hal yang sedang dan sudah ada/ dikerjakan oleh
manejemen RSOB, yang seyogyanya demikian karena melekat pada tupoksi

kelompok ini /manejemen.

Sedangkan untuk hasil wawancara dengan kelompok pengelola langsung untuk
setiap pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan ketiga persyaratan (substantif,
tehnis, dan administratif) yang telah disebutkan diatas dapat dilihat sebagai
berikut:
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C. Kelompok Pengelola Langsung.

C.1. Persyaratan Administratif:;Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
pelavanan, kevangan dan manfaat bagi masyarakat.

Pada kelompok ini kurang memahami pertanyaan dimaksud, sehingga memberi

jawaban yang tidak relevan.

C.2. Persyaratan Administrasif: Pola Tata Kelola..
Pada kelompok ini kurang memahami pertanyaan dimaksud, sehingga memberi

jawaban yang tidak relevan

C.3. Persyaratan Administratif: Rencana Strategis Bisnis
Kelompok Pengelola langsung menyatakan bahwa RS Otorita Batam sudah

mempunyai visi, misi dan renstra.

C.4. Persyaratan Administratif: Laporan keuangan Pokok
Kelompok Pengelola RS Langsung, kurang memahami pertanyaan, sehingga

memberi jawaban yang tidak relevan

C.5. Persyaratan Administratif :Standar Pelayanan Minimum,
Kelompok Pengelola langsung menyatakan bahwa dokter sedang mempersiapkan

SPM melalui SMF masing masing.
C.6. Persyaratan Administratif: Laporan audit/ bersedia diaudit oleh auditor
independen.

Bahwa aidit harus dilakukan untuk transparansi. Maknanya bahwa RSOB harus
bersedia dilakukan auditolch auditor independen
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Melihat jawaban dari kelompok pengelola langsung ini, yang mana pengetahuan
dan kepedulian terhadap perkembangan yang dilakukan manajemen, tidak
menjadi perhatiannya., yang mungkin disebabkan kesibukan fungsionalnya dalam
melayani pasien.. Pada kelompok ini perlu disosialisasikan hal hal yang terkait
peraturan Pemerintah tentang perumnah sakitan , yaitu UU no 44/ 2009 tentang
Rumah Sakit serta PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum., serta sosialisasi hal hal yang terkait dengan rencana pengembangan
RSOB serta hal hal yang sedang atatu akan disiapkan RSOB.

Berikut matrik yang merupakan rangkuman dari kesimpulan peneliti berdasarkan
wawancara yang telah dilakukan terhadap klasifikasi Informan : kelompok
Pemilik, kelompok Pengelola tidak langsung dan kelompok pengelola langsung,
dengan pertanyaan yang dikatagorikan atas: persyaratan substantif untuk nomor
1,2,3 dan 4, persyaratan tehnis untuk nomor 5 dan persyaratan administratif untuk

nomor 6,7 dan 8.
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6.2. Pengumpulan Data Sekunder.
6.2.1. Identifikasi terhadap persyaratan substantif.

Dari data sekunder, yang diperoleh melalui telaahan dokumen yang berkaitan
dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit dan terkait dengan RS Otorita
Batam, dapat dilihat dari:

1. Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 03/KPTS/KA/I/2003 tentang
Penyempurnaan atas Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah
Industi Pulau Batam Nomor 771/UM- KPTS / XII / 1998 tentang
Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Otorita Pengembangan Daerah
[ndustri Pulan Batam, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir
dengan Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pukau
Batam Nomor 138/ KPTS / KA / X/ 2001, dimana yang terkait dengan
struktur RS Otorita Batam, terdapat pada pasal 106 sampai dengan 111 aa

2 Izin RS Otorita Batam dan perubahan dari Rumah Sakit type C menjadi
Rumah Sakit type B Non Pendidikan yang ditetapkan dengan SK Menkes
nomor 437/ Menkes / SK/ V /2002 tertanggal 2 Mei 2002, dengan 17 jenis
bidang pelayanan medik spesialistik.

3. Undang Undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Dari persyaratan substantif ,RS Otorita Batam sudah memenuhi persyaratan BLU.

6.2.2. Identifikasi terhadap persyaratan tehnis.

Persyaratan tehnis sebagaimana dimaksud pada BAB III dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, terpenuhi apabila instansi pemerintah yang

bersangkutan :

a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan
ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh
menter)/ pimpinan lembaga/ SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan

b. Kineja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat
sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
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Dari data sekunder, yang diperoleh melalui telaahan dokumen yang berkaitan
dengan kinerja pelayanan dan kinerja keuanganan RS Otorita Batam, dapat
dilihat dari laporan 3 tahun terakhir ( 2008, 2009, semester 1/2010), sebagaimana
tercantum pada Bab 3, Tabel 6 dan Tabel 16.

Namun secara tertulis, RSOB belum direkomendasikan oleh pemilik bahwa
kinerja pelayanan dibidang tupoksinya layak dikelola dan ditingkatkan

pencapaiannya melalui BLU.

6.2.3. Identifikasi terhadap persyaratan administratif

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada BAB [il dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, terpenuhi apabila instansi pemerintah yang
bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:

a. Pemnyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,

keuangan dan manfaat bagi masyarakat.

b.  Polatata kelola.

¢.  Rencana strategis bisnis.

d.  Laporan keuangan pokok.

e.  Standard Pelayanan Minimum ( SPM).

f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara

independent.

6.2.3.1. Identifikasi Persyaratan administratif : Pernyataan kesanggupan
untuk meningkatkan kinerja pelayanan,keuangan dan manfaat bagi

masyarakat

Dari data sekunder, yang diperoleh melalui telaahan dokumen yang berkaitan
dengan pemnyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,
keuangan dan manfaat masyarakat, dapat dilihat melalui telaahan dokumen
sebagai berikut:
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Dikeluarkannya SK ketua Otorita Batam nomor 62 /KPTS/ KA/ VI/
2008 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) ditiap tiap
unit kerja dilingkungan Otorita Batam.

. Ditetapkannya RS Otorita Batam sebagai salah satu rumah sakit di Prov

Kepri untuk melayani masyarakat miskin, oleh Kementerian Kesehatan
sejak pertama kali diluncurkannya program jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin ,dimulai than 2002 dengan PDPSE BK
(Penanggulangan DampakPengurangan Subsidi Energi Bidang
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial) program Askeskin pada yahun
2005 sampai dengan 2007 dan terakhir sampai saat ini adalah program
Jamkesmas.

Namun secara tertulis, RSOB belurn membuat surat pemyataan kesanggupan

untuk meningkatkan kinerja, yang disetujui pimilik (seperti format yang telah
ditentukan).

6.2.3.2. Identifikasi persyaratan administratif: Pola tata kelola

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 , Peraturan Menteri

Keuangan nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam

rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk

menerapkan Pola Pengelolaan Keuanagn Badan Layanan Umum (PPK-BLU),

merupakan peraturan internal satuan kerja instansi pemerintah yang menetapkan:
1.

Organisasi dan tata laksana, dengan memperhatikan kebutuhan

organisasi,

perkembangan misi dan strategi, pengelompokan fungsi yang logis,

efektifitas pembiayaan serta pendaya gunaan sumber daya manusia.

2. Akuntabilitas, yaitu mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya

serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada satuan kerja

instansi pemerintah secara periodik,
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3. Transparansi, yaitu mengikuti azaas keterbukaan yang dibangun atas
dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat
diterima bagi yang membutuhkan

Dari data sekunder yang diperoleh melalui telaahan dokumen yang berkaitan
dengan pola tata kelola, dapat dilihat dari:

1. Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 03/KPTS/KA/1/2003 tentang
Penyempumaan atas Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah
Industri Pulau Batam Nomor 771/UM- KPTS / XII / 1998 tentang
Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Otorita Pengembangan Daerah
Industri Pulau Batam, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir
dengan Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pukau
Batam Nomor / KPTS / KA/ / 2003, dimana yang terkait dengan
strukfur RS Otorita Batam, terdapat pada pasal 106 sampai dengan 111 aa.

2. Surat Keputusan Ketua otorita Batam nomor 31/ KPTS/ KA/ IIV/
2008...tentang Peraturan Internal { RANAL) RS Otorita Batam

3. Sejak tahun 2007 RS Otorita Batam telah membuat Laporan Akuntabilitan
Instansi Pemerintah, { LAKIP ).

4. Sejak akhir 2005, RS Otorita Batam telah mengimplementasikan Sistim
Informasi RS ( SIRS)} yang terintegrasi.

Dari persyaratan administratif: Pola tata kelola, RSOB telah memenuhi dokumen

yang dipersyaratkan.

6.2.3.3. Identifikasi Persyaratan administratif: Rencana Strategis Bisnis

Rencana strategi Bisnis sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dalam Peratutan
Menteri Keuangan nomor 119 /PMK.05/ 2007 tentang Persyaratan
Administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi
pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (PPK-BLU), mencakup:

a. Visi, yaitu suatu gambaran yang menantang tentang keadaan maa depan

yang berisikan cita dan citra yang ingi diwujutkan.
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b. Misi sesuatu yang harusdiemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan
baik.

c. Program strategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan
potensi,peluang kendala yang ada atau mungkin timbul.

d..Pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan
menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai
dengan disertal analisis atas faktor faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Dari data sekunder , yang diperoleh melalui telaahan dokumen yang berkaitan
dengan Rencana Strategis Bisnis, dapat terlihat sebagai berikut:
1. RS Otorita Batam telah mempunyai Rencana Strategis ( RENSTRA) 2008
- 2012 berikut rencana kerja tahunan ( RKT) dan penetapan indikator (
PK).

2. Telah mempunyai visi misi yang mengacu pada visi misi Otorita Batam.

6.2.3.4. Identifikasi Persyaratan Administratif: Laporan keuangan pokok

Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7dalam Peraturan
Menteri Kevangan nomor 119 /PMK.05/ 2007 tentang Persyaratan
Administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi
pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Kewanagn Badan Layanan
Umum(PPK-BLU), terdiri dari:

a. Laporan realisasi anggaran/ laporan operasionalanggaran,yaitu
laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian
sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan
perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suatu periode

pelaporan.
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b. Neraca/ prognosa neraca,yaitu dokumen yang menggambarkan
posisikeuangan mengenai asetkewajiban dan- ekuitas pada
tanggaltertentu.

¢. Laporan arus kas, yaitu dokumen yang menyajikan informasi kas
sehubungan denga aktivitas operasional, investasi dan transaksi non
anggaran yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan,pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode
tertentu,

d. Catatan atas laporan keuangan,yaitu dokumen yang berisi penjelasan
naratif atau rincian dari angka angka yang tertera dalam laporan
realisai anggaran, neraca dan laporan arus kas dan disertai lapora

mengenai kinerja keuangan.

Dari data sekunder , yang diperoleh melalui telaahan dokumenyang berkaitan
dengan laporan keuangan pokok, dapat terlihat sebagai berikut;
1. Bahwa sejak kira kira 10 tahun yang lalu,RS Oforita Batam telah
melakukan laporan keuangan seperti dimaksud.
2. Bahwa di RS Otorita Batam telah melaksanakan laporan akuntasi sesuai
standard akuntasi pemerintah (SAP), yang berkonsulidasi dengan biro
keuvangan.

Namun demikian, format laporan keuangan pokok yang telah dilakukan RSOB

belum sesuai format yang ada dalam ketentuan BLU.

6.2.3.5. Identifikasi Persyaratan Administratif: Standard Pelayanan
Minimum (SPM)

Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan
Menteri Keuangan nomor 119 /PMK.05/ 2007 tentang Persyaratan Administratif
dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk
mencrapkan Pola Pengelolaan Keuanagn Badan Layanan Umum(PPK-BLU),
merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja instansi
Pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat, antara lain:
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a. kualitas layanan, meliputi: tehnis layanan, proses layanan, tata cara dan
waktu tunggu untuk mendapat layanan.
b. pemerataan dan kesetaraan layanan.

¢. biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Penyajian SPM:
- Sederhana, realistis, nudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat
dipertanggung jawabkan.
- Memuat sistim informasi, pelaporan rencana pencapaian SPM
termasuk target tahunan, dan evaluasi secara berkelanjutan.
- Menetapkan jenis layanan dasar, indikator SPM dan batas waktu
pencapaian SPM.
Dari data sekunder, belum terlihat adanya surat perintah yang memberlakukan
SPM dilingkungan RS Otorita Batam. Hal ini sedang disiapkan, yang sampai

saat ini belum selesai.

6.2.3.6. Identifikasi Persyaratan administratif: Laporan audit terakhir atau

pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen

Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Menteri
Keuangan nomor 119 /PMK.05/ 2007 tentang Persyaratan Administratif dalam
rangka pengusulan dan penetapan satvan kerja instansi pemerintah untuk
menerapkan Pola Pengelolaan Kevanagn Badan Layanan Umum{PPK-BLU),
merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum satuan kerja dimaksud
diusulkan untuk menerapkan PPK BLU
Dari data sekunder yang diperoleh dengan telaahan dokumen yang terkait
dengan laporan auditor, diketahui bahwa:
1. RS Oftorita Batam hampir setiap tahun diperiksa oleh BPK , khusus
yang berkaitan dengan keuangan.
2. Selain itu RS otorita secara internal Otorita Batam, juga dilakukan
pengawasan yaitu dari Wasdal, walaupun tidak terprogram dan

tidak ada rekomendasi hasil pemeriksaan.
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3. RS Otorita Batam belum pernah dilakukan audit oleh auditor

independen.

Tabel 6.6. Daftar kelengkapan dokumen RSOB untuk persyaratan PK BLU.

Kelengkapan
Persyaratan PK BLU dokumen Ketentuan PK BLU | Keterangan
Ada | Belumada | sesuai | tidak sesuai

Substantif \Y%
Tehnis \'
Administratif:

1.Kesanggupan
tingkatkan \"/

kinerja
2.Pola tata kelola
Kelengkapan
Persyaratan PK BLU dokumen Ketentuan PK BLU | Keterangan
Ada | Belumada | sesuai| tidak sesuai

a.Struktur Orgns \ sesuai
b.Protab A\ sesuail
3.Rencana strategi
bisnis

a.Visi V sesuai
b.Misi \' sesuai
c. Renstra Vv Belum sesuai
4.Lap pokok keu

a.Laporan aktifitas \% Belum sesuai
b.Laporan Neraca v Belum sesuai
c.Catatan LaporanKcu | V Belum sesuvai
5.5PM A"
6.Bersedia diaudit \'
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BAB 7

PEMBAHASAN

Sesuai pasal 4 yang diamanatkan dalam PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan layanan Umum, bahwa suatu satuan kerja instansi pemerintah
dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PK BLU apabila memenuhi
persyaratan substantif, teknis dan administratif.

_ Mengacu pada persyaratan dimaksud, dari data primer dan sekunder pembahasan

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Persyaratan Substantif .

Terkait persyaratan substantif yang dilakukan pada kelompok pemilik baik
esselon I maupun esselon 3/4, dimana mercka sangat mengetahui tentang
BLU berikut peraturan pemerintahnya yang diamanatkan mulai dari UU no
17 tahunn 2003 tentang Keuangan Negara, menyusul UU no 1 tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara dan PP no 23 tahun 2005 tentang PPK BLU.
Dari kelompok Pemilik menyatakan bahwa BP Batam sedang menyiapkan
kerangka acuan dan payung hukum untuk penerapan PK BLU termasuk di
RS Otorita Batam.
Menurut pasal 4 ayat 2 dart PP 23/2005, bahwa persyaratan substantif
terpenuhi, apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakn
layanan umum yang berhubungan dengan:

a. Penyediaan barang dan / atau jasa layanan umum.

b. Pengelolaan wilayah/ kawasan tertentu untuktujuan meningkatkan

perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/ atau
c.Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/

atau pelayanan kepada masyarakat..

Sesuai Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 03/ KPTS/KA/ I/ 2003

tentang Penyempurnaan atas keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah

Industri Pulau Batam nomor 77/ UM- KPTS/ XII/1998 tentang Kelengkapan
128

Analisis kesiapan..., Sri Rafela Allaida Roestam, FKM Ul, 2010



129

organisasi dan Tata kerja Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam dimana terkait dengan struktur RS Otorita Batam yang menyediakan
jasa layanan umum ( bidang kesehatan ), bahwa RS Otorita Batam sudah
memenuhi persyaratan substantif untuk penetapan suatu PK BLU. Ditambah
lagi dengan lahirnya UU RI nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
dimana disebutkan bahwa rumah sakit pemerintah diselenggarakan secara

badan layanan umum (BLU).

B. Persyaratan teknis.

Terkait persyaratan substantif yang dilakukan pada kelompok pemilik baik

esselon 1 maupun esselon 3/4,bahwa kelompok Pemilik sangat mendorong

agar kinefja RSOB terus ditingkatkan,baik kinerja pelayanankeuangan

,sehingga diharapkan akan dapat diterapkan PK BLU di RS OB.Pemilik

menilai bahwa RSOB sudah mulai menunjukkan peningkatan dalam kinerja

pelayanan dan laporan kevangan. Persyaratan tehnis sebagaimana dimaksud

pada BAB IIl dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23

tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, terpenuhi

apabila instansi pemerintah yang bersangkutan :

a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan
ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan
oleh menteri/ pimpinan lembaga/ SKPD sesuai dengan kewenangannya.

b. Kinerja kevangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat

sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU

Data sekunder yang dapat diperoleh dari laporan tahunan RSOB(pada BAB
3) terlihat sebagai berikut:bahwa untuk kinerja pelayanan,dilihat data rawat
jalan terdapat kenaikan pada tahun 2008 dibanding 2007.Demikian juga
dengan rawat inap, terdapat kenaikan.Namun pada tahun 2009 terdapat
penurunan,pada rawat jalan dan rawat inap hingga sama seperti di tahun
2007.Pada semester 1/2010,relatif masih sama seperti ditahun 2007.

Untuk kinerja keuangan, bahwa penerimaan dibanding target terdapat
peningkatan persentase sampai 135 % pada tahun 2008( dibanding tahun
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2007).Pada tahun 2009,pencapaian menurun, tetapi masih melampaui
target,yaitu 106%.Dan pada semester 1/2010, relatif sama seperti tahun 2009.
Dari data primer yaitu adanya dukungan kelompok pemilik serta data
sekunder, maka kinerja pelayanan dan kinerja keuangan RSOB layak
ditingkatkan pencapaiannya melalui penerapan PK BLU di RSOB.

Bahwa kelompok Pemilik kurang memahami apa wujud dokumen yang
dimaksud pada persyaratan tehnis.Sebenamya yang dimaksud adalah surat
pernyataan (sesuai format yang ditentukan pada pengusulan menjadi BLU,
sebagaimana dalam lampiran) tentang kesanggupan untuk meningkatkan
kinerja pelayanankinerja keuangan, dan meningkatkan manfaat bagi
masyarakat dari satuan kerja dalam hal ini RSOB yang diketahui dan ditanda
tangani oleh Pemilik yaitu BP Batam yang ditujukan kepada Menteri
Keuangan RI u.p Direktur Jendral Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
Dari sisi dokumentasi, surat pernyataan dimaksud belum disiapkan RS
Otorita Batam ,schingga dari aspek persyaratan teknis RSOtorita Batam
Jbelum memenuhiuntu PK. BLU.

C. Persyaratan Administratif.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada BAB III dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, terpenuhi apabila instansi
pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:
a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,keuangan
dan manfaat bagi masyarakat.
b. Pola tata kelola.
c¢. Rencana strategis bisnis.
d. Laporan kenangan pokok.
e. Standard Pelayanan Minimum { SPM).
f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara

independen.
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C.1. Persyaratan Administratif ; Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan
kinerja pelayanan,keuangan dan manfaat bagi masyarakat
Kelompok Pengelola tidak langsung lebih mengetahui, bahwa secara tertulis,
belum ada tentang “ pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
pelayanan , keuangan dan manfaat bagi masyarakat”. Sedangkan pada
kelompok Pengelola langsung, kurang memahami pertanyaan yang
dimaksud,sehingga memberikan jawaban yang tidak relevan.
Secara administrasi / dokumentasi memang belum ada. Namun upaya upaya
untuk meningkatkan kinerja sedang dan terus dilaksanakan, yang terlihat dari
sedang berjalannya persiapan utnuk penilaian akreditasi 16 layanan, dimana
pada bimbingan ke 2 bulan November yang dilakukanoleh pembimbing dari
KARS (Komiter Akreditasi Rumah Sakit), sebagian besar Pokja telah
mendapat skor diatas 62% (terlampir tabel penilaian masing masing pokja)
yang diharapkan pada bulan Janvari- Februari 2011 dapat terlaksana
penilaian oleh surveyor KARS. Sebelumnya, melalui SK Ketua Otorita
Batam, juga telah diinstruksikan agar unit unit yang ada dibawah naungan BP
Batam( Otorita Batam) menyusun prosedur prosedur tetap nya.Dan melalui
undangan dari Deputy 5 { Bidang Pengendalian) segera menyiapkan standar
pelayanan minimum ( SPM).
Secara tidak langsung, bahwa pemilik sebelum membuat pemyataan
kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,keuangan dan manfaat
bagi masyarakat,secara berjenjang telah dan sedang mempersiapkan
persyaratan persyaratan untuk penetapan dan pengusulan Badan Layanan
Umum ( BLU ).
Jadi dari sisi persyaratan administratif terkait *‘Pernyataan kesanggupan untuk
meningkatkan kinerja pelayanan,kevangan dan manfaat bagi masyarakat”,

belum dipenuhi oleh RS Otorita Batam.

C.2.Persyaratan administratif ; Pola tata kelola
Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 , Peraturan Menteri
Keuangan nomor 119/ PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif

dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah
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untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuanagn Badan Layanan Umum(PPK-

BLU), merupakan peraturan internal satuan kerja instansi pemerintah yang

menetapkan:

1. Organisasi dan tata laksana, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi,
perkembangan misi dan strategi, pengelompokan fungsi yang logis,
efektifitas pembiayaan serta pendaya gunaan sumber daya manusia.

2. Akuntabilitas, yaitu mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada satuan kerja
instansi pemerintah secara periodik,

3. Transparansi, yaitu mengikuti azaas keterbukaan yang dibangun atas dasar
kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima

bagi yang membutuhkan

Kelompok Pengelola tidak langsung menyatakan bahwa RS Otorita Batam sudah
mempunyai: struktur organisasi, prosedur tetap, namun harus terus dievaluasi.
Kelompok Pengelola langsung, terlihat kurang memahami yang dimaksud,
sehingga memberikan jawaban yang kurang relevan

Ssecara dokumentasi ,persyaratan ini oleh RS Otorita Batam, telah terpenuhi. Hal
ini dapat terlihat dari:

a. Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 03/ KPTS/KA/ I/ 2003
tentang Penyempumaan atas keputusan Ketua  Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam nomor 77/ UM-
KPTS/ XII/1998 tentang Kelengkapan organisasi dan Tata kerja
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dimana terkait
dengan struktur RS Otorita,

b.Surat Keputusan Ketua Otorita Batamm Nomor 31/ KPTS/ KA/ lI/
2008 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal Rumah Sakit Otorita
Batam. Dalam peraturan internal ini telah dikelompokkan fungsi
fungsi dari pemilik, fungsi manajemen dan fungsi staf fungsional

medis.
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c.Bahwa sejak akhir 2005, RS Otorita Batam telah
mengimplementasikan Sistim Informasi Rumah Sakit secara
terintegrasi dan transparan

d.Terkait akuntabilitas, bahwa selama ini RSOB telah melaksanakan
laporan secara periodik kepada pemilik.Dapat dilihat salah satu
contohnya adalah laporan RSOB tahun 2009 pada BAB3.

C.3. Persyaratan administratif : Rencana Strategis Bisnis.

Rencana strategi Bisnis sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dalam Peratutan
Menteri Keuangan nomor 119 /PMK.05/ 2007 tentang Persyaratan Administratif
dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk
menerapkan Pola Pengelolaan Keuanagn Badan Layanan Umum(PPK-BLU),
mencakup;

a. Visi, yaitu suatu gambaran yang menantang tentang keadaan maa depan
yang berisikan cit2 dan citra yang ingi diwujutkan.

b. Misi sesuatu yang harusdiemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan
baik.

c. Program strategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima}) tahun dengan memperhitungkan
potensi,peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul.

d. Pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan
menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai
dengan disertai analisis atas faktor faktor internal dan ekstemal yang

mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Kelompok pengelola tidak langsung dan kelompok pengelola langsung
menyatakan bahwa RS Otorita Batam sudah mempunyai visi, misi dan renstra.
Bahwa secara dokumentasi , dapat dilihat bahwa RS Otorita Batam telah
mempunyai :

- Rencana strategi { Renstra) 2008-2012.
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- Visi misi, yang mengacu pada visi misi BP Batam yang telah ditetapkan

melalui SK nomor 103 tahun 2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang

Penetapan visi, misi dan motto dan tugas Rumah Sakit Otorita Batam

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam,

- Rencana strategi Bisnis 2010 yang telah disususn dan disiapkan ole

konsultan RSOB yang memuat program,kegiatan( operasional,administrasi

keuangan,mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat kegiatan

pendukung), peta strategi, indikator kinerja, target dan anggaran Namun

RSB ini belum disyahkan dengansurat keputusan dari Kepala BP Batam.

Melihat hal hal tersebut diatas, dari aspek persyaratan administrasi: Rencana

Strategis Bisnis, maka RS Otforita Batam dapat sudah memenuhi persyaratan

untuk penetapan /pengusulan PPK BLU namun perlu pengesyahan Rencana

Strategi Bisnis oleh KepalaBP Batam.

C.4. Persyaratan Administratif : Laporan keuangan pokok

Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7dalam

Peraturan Mentert Keuangan nomor 119 /PMK.05/ 2007 tentang Persyaratan

Administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi

pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuanagn Badan Layanan
Umum(PPK-BLU), terdiri dari:.

a.

Laporan realisasi anggaran/ laporan operasionalanggaran,yaitu
laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
pemakaian sumber daya eckonomi yang dikelola, serta
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi
dalam suatu periode pelaporan.

Neraca/ prognosa neraca,yaitu dokumen yang menggambarkan
posisikeuangan mengenai aset.kewajiban dan ekuitas pada
tanggal tertentu.

Laporan arus kas, vaitu dokumen yang menyajikan informasi
kas sehubungan denga aktivitas operasional, investasi dan

transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal,
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penerimaan,pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode
tertentu,

d. Catatan atas laporan keuangan,yaitu dokumen yang berisi
penjelasan naratif atau rincian dari angka angka yang tertera
dalam laporan realisai anggaran, neraca dan laporan arus kas dan

disertai lapora mengenai kinerja kenangan.

Kelompok Pengelola RS tidak langsung, sebagian menyatakan sudah ada tapi
perlu penyempurnaan karena belum sesvai dengan format BLU.vang lain
menyatakan tidak mengetahui. Kelompok Pengelola RS Langsung, kurang

memahami pertanyaan, sehingga memberi jawaban yang tidak relevan.

Bahwa secara dokumentasi,laporan keuangan pokok sudah ada., namun perfu
penyempurnaan ,antara lain : -

1.Pada laporan aktifitas, dimana RS Otorita Batam belum merinci sampai ke
pendapatan operasional layanan per unit. Biaya operasional bekum dirinci dan
dipisahkan antara biaya pelayanan dan biaya umum dan administrasi. Demikian
juga pada surplus defisit, belum dipisahkan secara rinci antara pendapatan non
operasional dengan biaya non operasional.

2.Pada laporan arus kas, dimana RS Otorita Batam belum dapat menyajikan rasio
rasio, keuangan seperti rasio tingkat hutang, rasio solvabilitas,rasio rentabilitas.
3.Pada neraca, dimana RS Otorita Batam masih harus konsolidasi dalam

pembuatan neraca.

C.5.Persyaratan Administratif : Standard Pelayanan Minimum ( SPM)

Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan
Menteri Keuangan nomor 119 /PMK.05/ 2007 tentang Persyaratan Administratif
dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk
menerapkan Pola Pengelolaan Keuanagn Badan Layanan Umum(PPK-BLU),
merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja instansi
Pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat, antara lain:
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a. .kualitas layanan, meliputi: tehnis layanan, proses layanan, tata cara dan
waktu tunggu untuk mendapat layanan.
b. pemerataan dan kesetaraan layanan.

¢. biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pada kelompok Pengelola tidak langsung dan kelompok pengelola langsung
menyatakan bahwa SPM sedang disiapkan oleh staf fungsional medik dan unit
unit yang ada dilingkungan RS

Secara dokumentasi, hal ini memang sedang disiapkan dan mendekati
penyelesaian, sejalan dengan yang diinstruksikan dari pemilik dan perlu

pengesyahan dalam bentuk surat keputusan.

C.6.Persyaratan administratif : Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia
untuk diaudit secara independen.

Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Menteri
Keuangan nomor 119 /PMK.05/ 2007 tentang Persyaratan Administratif dalam
rangka pengusulan dan penetapan satvan kerja instansi pemerintah untuk
menerapkan Pola Pengelolaan Kenanagn Badan Layanan Umum(PPK-BLU),
merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum satuan kerja dimaksud
diusulkan untuk menerapkan PPK BLU

Kelompok Pengelola RS Tidak langsung,, dan pengelola langsung, menyatakan
bahwa RSOB harus menyiapkan surat pernyataannya,

Selama ini RS Otorita Batam sudah diaudit hampir setiap tahun.oleh BPK.
Dokumennya dapat dilihat dari berkas berkas mengenai temuan hasil audit BPK
di RS Otorita Batam.Namun belum pemah membuat surat untuk diaudit oleh

auditor independen,

Dan hasil penelitian ini ,yang berasal dari data primer dan data sekunder, dapat
dibuat daftar/ rekapitulasi dokumen yang ada/belum ada terkait identifikasi
persyaratan terhadap kesiapan RS otorita Batam unfuk penetapan/pengusulan PK

BLU.
Universitas Indonesia

Analisis kesiapan..., Sri Rafela Allaida Roestam, FKM Ul, 2010



BAB 8

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8.1. Kesimpulan

1. Bahwa pimpinan BP Batam yang dalam hal ini sebagai stakeholder/ pemilik RS
Otorita Batam, sangat mendukung dan mendorong implementasi PK BLU di RS
Otorita Batam, sehingga diharapkan RS Otorita Batam dapat lebih leluasa dalam
membuat kebijakan kebijakan yang Dbertujuan untuk meningkatkan
pelayanankepada masyarakat.
Adapun dukungan dan dorongan yang diberikan BP Batam berupa:

- Saat ini sedang menyiapkan kerangka acuan BLU untuk RS otorita Batam

- Menempatkan 2 ( dua) orang konsultan RS untuk assitensi RSOB dalam

menyiapkan SPM dan rencana bisnis strategis.
- Unit unit dalam naungan BP Batam saat ini diinstruksikan untuk
menyiapkan standar pelayanan minimum (SPM) sesuai tugas pokoknya.

Dukungan yang diberikan,belum dituangkan dalam benfuk surat keputusan atau
surat pengusulan kepada Kementerian terkait.
2. Bahwa dari aspek persyaratan substantif, RS Otorita Batam sudah memenuhi
persyaratan dan telah didukung dokumen nya.
3. RS Otorita Batam dari aspek persyaratan tehnis, dari sisi kinerja pelayanan dan
kinerja keuangan, seyognya layak dapat ditingkatkan pencapaiannya melalui
BLU, dengan beberapa hal yang perlu lebih mendapat perhatian dar pihak
pemilik,antara lain yang terkait SDM/ sumber daya manusia nya ,secara
kuantitatif maupun kuvalitas,termasuk kualitas manajemen RS Otorita Batam.
4. RS Otorita Batam, dari 6 persyaratan administratif, telah dipenuhi oleh RS
Otorita Batam 3 persyaratan dan sudah sesuai ketentuan BLU. Sedangkan 3 (tiga)
persyaratan lainnya yaitu SPM, yang sedang dipersiapkan, dan ditargetkan selesai
akhir desember 2010, laporan keuangan walaupun sudah ada namun belum sesuai
ketentuan BLU, serta laporan audit tahun terakhir/ bersedia diaudit oleh auditor
independen, pada dasarnya RSOB  bersedia dilakukan audit oleh auditor
independen, yang tentunya dengan seizin BP Batam.
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5. Dari kesimpulan diatas, RS Otorita Batam belum dapat diusulkan penetapannya
untuk menerapkan PK BLU pada akhir tahun 2010, mengingat RS Otorita Batam
belum memenuhi persyaratan yang diamanatkan pada pasal 5 ayat 4 dan 5 dalam
PP nomor 23 tahun 2005 tentang PPX BLU sebagaimana dibawah ini:bahwa
Status BLU penuh, yaitu apabila ketiga persyaratan BLU dapat dipenuhi dengan
memuaskan. Sedangkan status BLU bertahap,yaitu bila persyaratan substantif dan
persyaratan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum
terpenuhi secara memuaskan. -Status BLU bertahap ini berlaku paling lama 3
tahun, dan bijadalamn waktu tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan yang
kurang, maka status BLU bertahap dicabut.

8.2. Rekomendasi/Saran

Mengingat batas waktu yang diamanatkan dalam UU RI nomor 44 tahun 2009

tentang Rumah Sakit, pada pasal 64, sebagai berikut: Pada saat undang undang ini

berlaku, semua rumah sakit yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan

yang berlaku dalam UU ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

setelah UU ini diundangkan.

Dengan demikian pada akhir September 2011, semua rumah sakit pemerintah

tanpa terkecuali,harus melaksanakan undang undang Nomor 44 tahun 2009.

Oleh karena ifu peneliti merekomendasikan hal hal sebagai beikut berikut jadwal

waktu nya:

1.} Untuk BP Batam

a. Dukungan dan dorongan untuk implementasi PK BLU di RSOB segera
diwujudkan dalam dokumen tertulis sebagai payung hukum, dapat berupa Surat
Keputusan { SK) Ketua BP Batam.

b. Menyiapkan Dewan Pengawas BLU.

¢. Menyiapkan SDM baik secara kuantitas ( khususnya untuk tenaga dokter
spesialis, perawat, D3 Farmasi, D3 Radiologi, ATRO dan ATEM ), maupun
kualitasnya, melalui pelatihan ketehnisan maupun pelatihan manajerial.

d.Mensyahkan Rencana Strategi Bisnis.
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2.) Untuk RS Otorita Batam.

a. Mensosialisasikan mengenai PK BLU kepada seluruh karyawan termasuk

dokter .

b. Terakreditasi 16 layanan di awal 2011, sehingga akan meningkatkan kinerja
pelayanan dan kinerja keuangan.

c. Segera menyelesaikan penyusunan SPM dan memberlakukannya diawal 201 1.

d. Mengembangkan dan meningkatkan peran sistim informasi RS yang

terintegrasi antar unit unit, termasuk sistim informasi kepegawaian, sistim

informasi logistik umum, sistim informasi pemasaran, sistim informasi

pemeliharaan peralatan medik dan non medik., sehingga memudahkan dalam

penyusunan RBA,

e.Evaluasi tarif pelayanan dengan memperhitungkan biaya pelayanan perunit

fMengevaluasi Peraturan intemal Rumah Sakit( Hospital by Laws) yang ada

sekarang ( yang ditetapkan tahun 2008).

g.Menyiapkan dokumen dokumen sebagai berikut:

- Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,keuangan, dan

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang disetujui oleh BP Batam.

- Pernyataan bersedia diaudit oleh auditor independen.

h. Laporan keuangan disempumakan sesuai dengan format dan ketentuan BLU.

Secara ringkas yang direkomendasikan untuk BP Batarn dan RSOB dapat dilihat

pada tabel Rencana Kerja untuk Mempersiapkan Impelementasi PKBLU di RSOB

2011 dibawah ini
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Tabel 8.1. Rencana Kerja Untuk Mempersiapkan Penerapan PKBLU di RSOB

2011

Kegiatan

Bln.

Bin.

Bln.

Bin.

Bln.

Bln.

Bin.

Bln.

Bin.

BP Batam:

Dukungan dan dorongan
untuk menerapkan PK
BLU di RSOB segera
diwujudkan dalam
dokumen tertulis sebagai
payung hukum, dapat
berupa Surat Keputusan
( SK) Ketua BP Batam.

BP Batam:
Menyiapkan Dewan
Pengawas BLU.

BP Batam:

Menyiapkan SDM baik
secara kuantitas (
khususnya untuk tenaga
dokter spesialis,
perawat, D3 Farmasi, D3
Radiologi, ATRO dan
ATEM ), maupun
kualitasnya, melalui
pelatihan ketehnisan
maupun pelatihan
manajerial.

RSOB:
Mensosialisasikan
mengenai PK BLU
kepada seluruh karyawan
termasuk dokter .

RSOB:

Terakreditasi 16 layanan
di awal 2011, sehingga
akan meningkatkan
kinerja pelayanan dan
kinerja keuangan.
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Kegiatan

Bin.

Bln.

Bln.

Bln.

Bln.

Bln. | Bln. | Bln. | Bln.

RSOB:

Segera menyelesaikan
penyusunan SPM dan
memberlakukannya
diawal 2011.

RSOB:
Mengembangkan dan
meningkatkan peran
sistim informasi RS yang
terintegrast antar unit
unit, termasuk sistim
informasi kepegawaian,
sistim informasi logistik
umum, sistim informasi
pemasaran, sistim
informasi pemeliharaan
peralatan medik dan non
medik., sehingga
memudahkan dalam
penyusunan RBA.

RSOB:

Evaluasi tarif pelayanan
dengan
memperhitungkan biaya
pelayanan perunit

RSOB:

Mengevaluasi Peraturan
internal Rumah Sakit(
Hospital by Laws) yang
ada sekarang ( yang
ditetapkan tahun 2008).
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Kegiatan

Bln.

Bln.

Bln.

Bin,

Bln.

Bin.

Bin.

Bin.

Bin.

RSOB:

Dokumen pernyataan
kesanggupan untuk
meningkatkan kinerja
pelayanan kevangan, dan
meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, yang
disetujui oleh BP Batam,

RSOB:

Dokumen pernyataan
bersedia diaudit oleh
auditor independen.

RSOB: Laporan
keuangan sesuai BLU
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LAMPIRAN

Lampiran 1
PEDOMAN WAWANCARA  PERTANYAAN  PENELITIAN UNTUK
KELOMPOK PEMILIK.
A. Persyaratan Substantif
1. Apakah Bapak/Ibu pernah membaca serta mengetahui perarturan tentang
BLU ( Badan Layanan Umum) .Secara garis besar dapatkah Bpk/ibu
menjelaskannya ? .
2. Sejak kapan Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan Badan Layanan
Umum (BLU) di Rumah Sakit ? Dan di RS mana yang sudah menerapkan
BLU?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah syarat syarat yang harus dipenuhi dalam
penetapan/ pengusulan sebagat BLU?
4. Menurut Bapak/ibu dari aspek persyaratan substantif, hal hal apa saja yang
sudah disiapkan oleh BP Batam ? Dan hal hal apa saja yang sudah
disiapkan RSOB?

B. Persyaratan Tehnis
5. Menurut Bapak/ Ibu, dari aspek- persyaratan tehnis, hal hal apa saja yang
sudah disiapkan oleh BP Batam? Dan hal hal apa saja yang sudah
disiapkan oleh RSOB, Mohon di jelaskan.
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Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA PERTANYAAN PENELITIAN UNTUK
KELOMPOK PENGELOLA TIDAK LANGSUNG DAN KELOMPOK
PENGELOLA LANGSUNG

C. Persyaratan Administratif

6. Menurut Bapak/ibu apakah RS Otorita Batam sudah mempersiapkan
langkah langkah untuk memenuhi persyaratan pengusulan /penetapan PK
BLU ? Mohon dijelaskan

7. Menurut pendapat Bapak/Ibu bagaimana peran para dokter dan karyawan
RS dalam membantu persiapan proses BLU bila BLU akan diterapkan di
RS Otorita Batam.

8. Menurut Bapak/ Ibu, dari aspek persyaratan administratif hal hal apa saja
yang sudah disiapkan RSOB, mohon di jelaskan hal hal terkait sebagai
berikut :

A). Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja

B). Pola tata Kelola

C). Rencana Strategis Bisnis

D). Laporan keuangan pokok( lap operasional keu, neraca, lap arus
kas,calk)

E). Standard Pelayanan Minimal

F). Laporan audit terakhir/ bersedia diaudit
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OTORITA FENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
P.O. BOX. 151 - PULAL BATAM

Telephone : (0778) 462047, 462048, Fax. (0778) 462240, 462456

KEPUTUSAN
KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI
PULAU BATAM '
NOMOR : 31/KPTS/KA/I/2008

TENTANG

PEMBERLAKUAN PERATURAN INTERNAL
RUMAH SAKIT OTORITA BATAM
(RANAL RSOB)
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT OTORITA BATAM

KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI
PULAU BATAM

Menimbang: a. Bahwa rumah sakit tidak fagi sebagai
lembaga sosial yang kebal hukum, tetapi
telah bergeser menjadi iembaga sosio
ekonomik yang dapat dijadikan sebagai
subyek hukurm.

b. Bahwa perubahan paradigma sebagaimana
tersebut pada huruf a diatas, perlu
ditindaklanjuti dengan suatu Peraturan in-
ternal Rumah Sakit Otorita Batam {RANAL
RSOB) di Lingkungan Rumah Sakit Otorita
Batam yang mengatur peran, tugas, fungsi,
hak dan kewajiban, wewenang dan
tanggungjawab pemilik, pengelola dan staf
medis.

c. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut
diatas dan kejelasan tentang hak, kewajiban
dan tanggungjawab masing-masing pihak
dalam pengelolaan dan pengusahaan
Rumah Sakit Otorita Batam, dipandang periu
memberlakukan Peraturan Internal Rumah
Sakit Otorita Batam (RANAL RSOB) di
Lingkungan Rumah Sakit Otorita Batam
yang ditetapkan melaiui Keputusan Ketua
Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1982

tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 2§ tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran.

v
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LAMMRAN L
PERATURAN MENTERL XEUDANCAN WOMHOR.
0?!?.& N2/2006 TENTANG PERSYARATAN
ACLINISTRATIF CALAM RANGEA
PENGUSLULAN DAN PENLIAPAN SAYUAN KEILA
1:5TAHSE PEMERINTAH UNTUK MENGRAPKAN
FOLA PENCELOLAAN KEUANGAN GADAHN
LAYANAN UMUM

MINTERI KEUANGAN
REPUBLIX INDONESIA

PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATIKAN KINERJA

Yang bertanda tangan ui bawzh ini:

MNama
jabatan :
Bertindak untuk dan :  <satuan kerja instansi pemerintah yang mengusuikon untulk
atas nama meneravkan PPIC-BLU>

Alamat

Telepon/TFax
E-mail

—

menyatakan dengan sebenarnya bahwa <satuan kerfa instansi pemerintali yang
mengusullan wntuk menerapkan PPK-BLU> sanggup untuk melaksznalan hal-hal -~
sebagaj berikut:

1. meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat;

2. meningkatkan kinerja keuangan;
3. meningkatkan manfaat bagi masyarakat;
melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umnum.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan
rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun.

uu;-u-‘-.-.a ---------------- . 20.-..-

< Pimpinan Satker be5>

Menyetujui, [ |
Menteri/ pimpinan iembaga I ap‘s.'o?a- ;
!

] Tanggaldin :

l Caplntlansl l

Tanda Tangean

Tanda Tangan
<Nama Jelas>

<Nama Jeias>

MENTERI KEUANGAN
ud,

SRIMULYANI INDRAWAT]
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LAMPIRAN U
£iniURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR:
07/PMK,02/20n6 TENTANG
PERSYAR-AN ADMINISTAATIE  OALAM
MANGKA FENCUSULAN DAN PENETAPAN

¥ - .y e SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTA
VE MENTERI KEUANSAN UHTUR MTNERAPKAN POLA PENGELOLAAN
i REPUESLIK INDGNESIA YECUARGAN GADAN LAYANAN UAIUML

PERNYATAAN
BERSEDIA UNTUK DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

A

vang bertanda tangan di bawahini:

4 Neme

: jabatan .
Bertindak untuk 1 <satuan kerja instans{ pemerintah yang mengusilkan wuntuk
dan atas nama tnenerapkan PPIC-BLU >

Alamat ) ‘ :

5 Telepon/Fax :
E E-mail ;

¥ menyatakan dengan sebenarnya bzhwa untuk memenuii salah satu persyaratan
32 administratif dziam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Uinum (FPK-bLU} sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, <satitan kerja instansi
pemerintah> bersedia untuk diaudit secara independen,

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab
scrta tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun.

ooy ... 20....

< Pimpinan Satker ybs-

Menyetujui, '__mTu-u__‘
Menteri/ pimpinan lembaga PoRp.6gods
Tanggaldan ‘
Cap lntlansl g
Tanda Tangan Tanda Tangan
<Nama Jelas> <Nama Jelas>
Salinan sesuai dengan z<linya; " MENTERI KEUANGAN
Kepala Biro Umu
ud,
SRI MULYANI INDRAWATI

_ilO

Koernoro Waksl N
NIP 040041808 Rinan £
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LAMPIRAK
PERATURAN. MEPTTERE KEUANCAN NOM
07/PMK.02/2006 TINTAR
PERSYARATAN  ADMINISTHATIE DAL
RANGKA PENGUSULAN DAN PENETAP
SATUAN KERfA INSTANS! PEMERINT
UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLA
EEUANGAN BARAN LAYANAN VUM

MENTER! KEUANGAN
AEPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN USULAN PENETAPAN

SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAR UNTUK MENERAPKAN
POLA PENGELOLAANKEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PPK-BLU)

Nomor
Lampiran P b Kepada
Perinal : Permohonan Penetapan .
<Satker Instansi Pemeriutah> Yth. M_enten Keuangan RI
Untuk Menerapkan PPK-BLU u.p. Direktur Jenderal Anggaran dan

Perimbangan Keuangan
J. Dr. Wehidin No, 1 Jakarta Pusat

Iakarta 10710

Berdasarkan “eientuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 lentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan ini kami mengusulkan agar < Satker
Instansi Pemerintahz dapat ditetapkan sebagal satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPX-BLU).

Scsual hasil evaluasi yang telah kamd Jakukan, kami merekomendasikan bahwa <Sntker
fustansi Pemertninh >;

2, telah memenuhi persyaratan substantif dan reknis sebagaimana diatur dalam PP dimaksud;
b. memiliki kinerja yang layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya snelalui PPK-ELLY;
¢. mempunyai kinerja keuangan yang sehat.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan data persyaratan
administratif sebagai berikut:

1. Nama Satker Instansi
Pemerintah
2,  Alamat Lengkap

=

Telp: Fax:

3. Lampiran-lampiran:

(1) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja. pelayanan, kevangan, dan manfaat
baci masyarakat,

(2} Pola Tata Kelola

&3) Rencana strategis bisnls

4) Laporan Keuangan Pokok

5) Standar Pelayanan Minimum

6) Laporan audit tahun ..., <tafutn terakhir> / Pernyataan bersedia untuk diaudit secara
independen *}

Demikian usulan inl kami sampaikan. Atas perhatian dan Kerjasama Saudara diucapkan
terima kasih,

Menteri/ Pimpinan Lembaga

Tanda Tangan
*) coret yang tidak perlu anda jang

<Nama Jelas>
Salinan sesuai dengan aslinye; MENTER!I KEUANGAN,
Kepalz Biro Umum g
-:pi‘;-bo t’ .
SRI MULYANI INDRAWATI

Koemaro \‘A;\si(& } ﬁds.?.
NIP 0600418 8%/
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KMEHN
11 Keterangan: AEPUBLIK (NDONESIA

NET

1 o Program kerja per unit, termasuk di dalamnya program kerja secara konkrit untuk
4 menyelesaikan secara tuntas atas termuan dan saran auditor BPK, BPKP, temuan
' SPI serta permasalahan lainnya yang dihadapi BLU.

3 « Dalam penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja harus
diupayakan adanya saling keterkeitan schingga dapat dilihe! “benang merah”
il secara jelas,

: |
1 ' s Buat tabel keterkaitan antara Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program seria
; _ Jadwal waktu pencapaiannya dari masing-masing bidang, seperti tabel di bawzh
a1
i A BT ] I A BT e mocmm S L ABWALWAKTU
- R L SASIRANE smmicr b sl = . s
‘ ’H’ SRR e KAN - XENA | [Tt g, | Triw il | Triw sy
‘
j
i

e Dt bl

4. Analisis dan Perkiraan Biaya Fer Output dan Agregat 52—\11‘4) M / Unok
a. Contoh tabel perhitungan anggaran biaya per kegiatan dan output

Unit Kerja > Prebsved o~ - — - - Trahur;:
Program y:
Kapiatan! -

e S

o7 indikator. wy.c oo o owTolokUkurKineda . . . . TargcllCncga
Masukan ,

.-:":'!?_'_'. i’ _::r "-‘:"- :‘.*“ --: _.'—.:’. " LA :J.Angéaranﬁhlan]a LT RESL e

e T " L[ : RinclanBiaya - -} Jumlah Anggaran
N ST FS W ; "",.,_(Sam_a,n_xHa,rga) i L, (Rpd,
L___B;axa ],an sung'
A, Biava Variabel

| 2. Biava,,

3 dst..

umlah Biava Variabsl
8. Biava Tefap - _
_ 1. Biava...

L7 Biava.
3 dst

! Keglatan adalal\ kegiatan yang ada pada unit BLU, Rincian kegiatan pada masing-masing unit dapat
diuraikan sesuai dengan jenis layanannya dan dibuat sebagai lampiran usulan RBA.
15
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AEPUBLIK INDONESIA

[ Tumiah Biava Tetap : -
Jumlah Biaya Langsung

i da ung

1. Blava..,.
2. Blava, .

3, dst.,.

Tumnlah Biava Variabel

T » B, Blava Tet=p

)

1. Biava,,, °

Y 2 Blava,.,

3. d

L

Tuginlah ﬁmva Tetap

LI
YT

Jumlizh Blava Tidak Langsune

Tumlah Blaya

Biavz Per Unit Quiput

4. Contoh tabel perhimngan _anggaran biaya agregat

RBA Ta.hun A.ngga:an .

BlaYa (Rp) - Tumlah

----------------

" Jumlah Biaya Agregat

5. Perkiraan Harga

TURAIAN _ JUMUAH

Bizya Per Unit Output

Margin {....%)

wf ol
’ o)

Harge jual per unit output (1+2)

—

6. Rencana Pendapatan dan Biaya Operasional Per Urit

¥ Contoh tabel Rencana PendaLtan dan Biaya Operas’onal ‘.Per Unit: -

¥ Unit: Ta.hun
: SRl T T.Odtput

! i .(ta’l‘.un:bérinl:\':i) = |+ (tahun vang diusulkan]

fpfrn I e }um;ah .dmggaran

o — ————
t U T e :'l.;'ém‘raiﬂit.:,'-‘:: K
— TR ey

P
.- e E

|7 #:(tdhun ¢ 'r]aLu-_l)_ {taliun yang dmsulkan)

-

L Penda:p.atam

g 1. Pendapatan dari Felayanan

i 2. Pendapatan dar] hibah

i 4 3, PendaLtan.

4, dst..

TSR 1

Jumlah Pendapatan

If.Biaya:

16

i Analisis kesiapan..., Sri Rafela Allaida Roestam, FKM Ul, 2010



MENTERI KZU* NGAN
AEPUBLIK INDGNESIA

A. Biaya Langsung;:
1. Biaya...
2, Biava..,
3. Biaya...
4, dst...
Jumlah Blaya Langsung
B. Biaya Tidak Langsung :
1. Biaya.. !
2. Biaya...
3. Eiaya...
1. Biaya..
Jurmnlah Biaya Tidak Langsung
Jumliah Biaya
Surplus/Defisit

Gelbeen T o
. | . "//:7 % M
Contoh Rencana Pendapatan dan Biaya BLU: .
2 CL s onte et R et e Juilah Anggaran

y s [iolehun besjalan) ) o2

7. Rencana Penuapatan dan Bjaya BLU

- -

ol LR

1. Pendapatan dari Pelayanar,
2, " Pendapatan dari hibch

3. Pendapatan..,

4. dst..

Jumlah Pendapatan

1i. Biaya
A. Biaya Langsung:

1. biaya...

Z. biaya..

3. biaya...

4. dst.. )

jumlah Biaya Langsung

B. Biaya Tidak Langsung :

1. biaya...

2. biaya..,

3. biaya..

4, blaya..-

Jumlah Biayn Tidak Langsung
Surplus/Defisit sebelum Pendapatan dari APBN
Peadapatan dari APBN
Surplus/Defisit Akhir

8. ;‘\.nggaran BLU

Anggaran BLU merupakan penjabaran program kegiatan usaha dalarp satuan uang
berdasarkan pendapatan dan pengeluaran baik yang dananya bérsumber dari
pendapatan operasional BLU maupun APBN. :

17
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MENTERI KEUANGAN
A. Pendapatan BLU REPUBLIK INDONESIA

Adalah pendapatan yang akan diperoleh BLU terdiri dari:

1). Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas
pemberian pelayanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;

2). Hibah tidek terlkat dan atau hibah terlkat yang diparoleh darl masyarakat atau
badan lain;

3). Hasil kérjasama BLU dengan pihak lain yang diperoleh dari kerjaama
operasional, sewa meny:wa, dan usaha lainnya yang tidak berhubungan
langsung dengan tugas pokok dan fungsinya; dan atau

4). Penerimaan yang bersumber dari APBN.

Selanju mya pendapatan disajikan seperti contoh tabel berikut:

et

_ N e I’ROGNOSA STARGET T ERA:(IRAAN' ‘

o o e, W PE.RIGDE PERIODE: .| = MAJU

NO | Y Um 2 TAHUNS ;[ YANGAKAN| b rorwArD. | %
BER]’ALAN TATANG ESTIMATE)

1. | Pendapatan Operasional dari
| Jasa Layanan

b). Terikat
<). Tidak terikat
3. | Pendapatan lainnya

a). Hasil kerjasama dengan
pinak lain

b) Hasil usaha lainnya
4. ) Pendapatan dari APBN
a). Operasional

b) Investasi

Jumlah Pendapatan

B.Biava Operasicnal

Biaya operasional BLU meliputi biaya pelayanan dan biaya ympm administrasi.
Biaya pelayanan meliputi biaya pemakaian  bahan, blaya pegawai, biaya
_ pemeliharaan dan biaya lainnya yang berhubungan erat dengan kegiatar.
pelayanan. Sedangkan biaya umum administrasi meliputi biaya-biaya operasional
yang tidak secara langsung berhubungan dengan pelayanan BLU.
Selanjutnya biaya operasional agar disajikan seperti contoh tabel berikut:

18
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- | PROGNGBA | TARGEL ] o,
il pione: F piions | RAKIRAAN.
NO URAIAN: |2 -l ARG YANG | i %
| AKRN, | JEORWARD
Ledral ¥ 1 -DATANG: [ -ESTIMATE) |-

BIAYA OPERASIONAL
A. | Biaya Pelayanan

Biaya Pegawai
Biaya bahan haku

Biaya Jasa Pelayanan

Biaya Penyusutan

Biaya Pemeliharaan

Biaya Daya dan Jasa

RSB Pl I Mo R

Biaya Amorlisasi

T

Jumlah Biaya Pelayanan

B. | Biaya Umum dan
Administrasi

1. Biaya Pegawai

i 2. Biaya Administrasi
; Kantor
' Biaya Penyusutan .

Biaya Pemeliharaan

Biaya Daya dan Jasa

" Biaya Promosi .

N oW

Biaya Amorlisasi

Jumlah Biaya Umum & Adm

Jumlah Biaya Operasional

- Catatan: .
" Transaksi akrual (biaya penyusutan, biaya amortisasi) harus dikeluarkan ketika
RBA digabungkan dengan RKA-K/L.

C. Biaya Penelitian dan Pengembangan

Biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya yang digunakan untuk
membiayai penelitian dan pengembangan yang dapat menguntungkan BLU dalam
menghasilkan  pendapatan/meningkatkan mutu pelayanan seperti biaya
pendidikan dan pelatihan, biaya penelitian dan pengembangan.

Biaya penelitian dan pengembangan agar disajikan seperti contoh tabel berikut :

19

e e LALEA

Analisis kesiapan..., Sri Rafela Allaida Roestam, FKM Ul, 2010



o

|

s ey

s e S I e e e

MENTERI KEUANGAN
AEPUBLIK INCONESIA

PRAKIRAAN

PROGNOSA- TARGET
: . PERIODE PERIODE MAJU .
NO JRAIAN, TAHUN | YANG AKAN | -(FORWARD | *°
BERJALAN DATANG .| ESTIMATE)
1. | Penciidan dan
Pengembangan
- D
B e
2. | Pendidikan dan Pelatihan

a,

b.

Jumlah biaya Penelitian
| dan rengembangan

D. Biaya Investasi (Belanja Modal)

Biaya investasi (belanja modal) adalah anggaran yang diperlukan untuk program
investasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelavanan BLU.
Biaya investasi (belanja mcdal} agar disajikan seperti contoh tabel berikut :

PROGNQSA [ TARGET. .| PRAKIRAAN
PERIODE | PERIODE | MAJU - | ,
NG WRAIAN " TAHUN. ‘| YANG AKAN |- (FORWARD | .
. BERJALAN '| DATANG ».| ESTIMATE) '
1. Sumber dari APBN
A
| b
2 Sumber dari Pendapatan
: Operasional
- PO, J
T ‘

Jumiah Investasi

Dalam hal program investasi yang anan dilaksanakan lebih dari satu tahun
anggaran, maka dalam anggaran harus disajikan :

1). Anggaran seluruh investasi sampai selesai;

~ 2). Anggaran investasi untuk tahun yang bersangkutan;

3). Realisasi investasi sampai dengan awal tahun anggaran.

Ketiga hal di atas dilengkapi pula dengan realisasi dan rencana pénye—lesaian secara
fisik yang aisajikan dalam bentuk persentase.

20.

Analisis kesiapan..., Sri Rafela Allaida Roestam, FKM Ul, 2010



e —————— ———

MINTSRE KSUANGA!
RAZPUBLIK INDONESIA

"BABIV
PROYEKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN. ..

Froyekst keuangan BLU disajikan secara komparatit dengan memba-ndmgkan antara
prognosa tahun berjalan dengan proyeksi tahun yang akan datang terdiri deri:

1. Proycksi Neraca

Proyeksi Neraca disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran
mengenai proyeks{ posisi kenangan BLU pada suatu saat tertentu.

Contoh tabel neraca: - a_uarp"-h/\-
NERACA. oA

PER 31 DESEMBER .. /7

Tp. 000
| A .+ |- PROGNOSA’;| ~PROYEKST: "PERUBAHAN
URALA Co P AT UPERIODES S PERIODE . T h
= o L UmamMRNG S oyang ). RPN %
. R i B A 513-2) 5
L '

ASET
A, AsetLancar
1)." Kas dan Setara Kas
Z}. Piutang Usaha
- 3). Piutang Lain-lain
4}, Persediaan
5). Uang Muka

). Pendapatan yang masih
harus diterima

Jumlah Ased Lancar
B. AsetTetap
1). Tanah
2}. Bangunan
3). Peralatan
4). Kendaraan

5). Perlengkapan dan Peralatan
Kantor

Jumlah Aset Tetap

Akumnlasi penyusutan
Nilai buku Aset tetap
C. Aset Lamn-Lain

5 N —

2} e
Jumiah Aset
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URAIAN PROGNOSA | PROYEKSI PERUBAHAN
PERIODE. | PERIODE —— 7
TAHUN - YANG Rupiah :
1 ] 2. 3 - 4{3-2) 5

II. KEWAJIBAN
A, Kewajiban Jangka Pendek

1). Hutang Usaha

2). Hutang Lain-lain

3). Hutang Paiak

4). Biaya Yang Masils Harus
Dibayar

5). Hutang Jangxa Panjang
Yang Jatuh Tempc dalam
Satu Tahun

§). Pendapatan yang
Ditangguhkan

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

B. Kewajiban Jangka Panjang

2). .

Juralah Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Kewajiban

Ill. EKUITAS
a). Ekuitas Awal

-b}. Ekuitas Pemerintah

c}. Ekuitas Donasi
d). Surplus & Defisit tahun lalu

.e). Surplus & Defisit tahun
- berjalan
Jumlah Ekuifas

; JUMLAH KEWAJIBAN DAN _
! EKUITAS

2. Proyeksi Laporan Aktivitas

Proyeksi Laporan Aklivitas disusun sedemikian rupa agar dapat member: gambaran
mengenai kegiatan pelayanan BLU pada periode tertentu.

Contokh tatel Laporan Aktivitas:

23
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LAPORAN AKTIVITAS
TAHUN ...

Rp. 00C

URAIAN

- PROGNOSA
PERIODE
- TAHUN

-PROYEKSI
PERIODE

- PERUBAHAN

Rupiah ] %

1

-2

3.0

4(3-2 5

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasivual dari Jasa -
Layanan

2l e

2. Hibah

a}. Hibalh terikat

b). Hibah Hdak terikat

3. Pendapatzn lainnya

2} Hasil kerjasama dengan pihak
lain

b). idasil usaha lainnya

4, Penerimaan dari APBN

}____.

a). Opsrasional

. b). Investasi

jumlah Pendapatan

. BIAYA OPERASIONAL

1. Biaya Pelayanan

a). Biaya Bahan

b). Biaya jasa Pelayanan

¢). Biaya Pegawai

d). Biaya Penyusutan

e). Biaya Pemeliharaan

f}. Biaya Dayadan]jasa

g). Biaya Amortisasi

Jumliah Biaya Petayanan

2. Biaya Umum.dan Administra~i

a). Biaya Pegawai

b). Biaya Administrasi Kantor

c). Biaya Penyusutan

d), Biaya Pemeliharaan

2). Biaya Daya dan Jasa

Biaya Promosi

g). Biaya Amortisasi

Jumlah Giaya Umum dan Administrasi

Jum!lah Biaya Opetasional
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Co _ “"PROGHNOSA |- PROYEKSI | PERUBAHAN
o URAIANC  PAPERIODE -1 | PERIODE. (=7,
C e e e lagepin o vaNgakan: | Rupiah | %
SR B S - R B R 5
C.” SURPLUS/DEFISIT SETELAH
BIAYA OPERASIONAL

1. Pendapatan Non Operasional

a). Pendapatan Jasa Lembaga
Keuangan

b). Pendapatan Sewa

c). Hasil Penjualan Asat tetap

d). Non Operasional Lainnya

_ Jumlah Pendapatan Non Ope:asional

2. DBiaya Non Cp:rasional

a). Biaya Bunga

b). Biaya Administrasi Bank

| ¢). Rugi Penjualan Aset Tetap

). Rugi Penurunan Nilai

). Biaya non Operasional lzinnya

Jumlah Biaya Non Operasional

D. SURPLUS/DEFISIT TAHUN
BERJALAN

Proyeksi Arus Kas

Proyeksi Arus Kas disusun untuk melengkapi pengungkapan operasi dan posisi

keuangan selama pericde tertentu.
Contoh tabel Arus Kas:

ARUS KAS
TAHUN .... :
Rp. 000
. PROYEKSIRBA TRIWULAN
URATAN -THNYGAKAN T g I v
_ DATANG
1 .. 2 2 4 5 6

T. Arns Kas Dadl Aktivitas Opr'.-.ra.sit':mal

A. Pendapatan dari Layanan

B. Pengeluaran Operasional

Arus Kas Bersin dari Akdvitas
| Operasionai

1. Arus Kas Darl Aktvitas Investasi

A. Perolehan Aset letap

—

B. Hasil Penjualan Asst tetap

C. Hasil Penjualan Aset Lain-lain

Arus Kas Bersih yang digunakan utk
Aklivitas Investasi
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1. Arus Xas Dari Aktivitas Pendanaan T

A. Tambahan Ckuilas

B. Penerimaan Hibah

C.  PFenerlmaan APBN

D. Pembayaran Finjaman

E. Perolehan Pinjaman

Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Pendanaan

Kenaikan Bersih Kas

Kas dan Setara Kas Awal

Jumlah Saldo Kas |

Catatan atas Laporan Keuangan berisi penjelasan atas

- pOs-pos neraca,

- laporan aktivitas,

" - kebijakan a.k_untansi,
- rasio keuangan,.clan

- hal Jain yang dipandang periu.
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